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1.1. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Inspektorat Daerah Kota Bontang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota
Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Inspekorat Daerah Kota Bontang selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh
Inspektur bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan WalikotaBBontang Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah menetapkan
tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai berikut:

1. TUGAS POKOK
Tugas Inspektorat Daerah adalahmembantu Walikota membina dan mengawasi
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan.

2. FUNGSI

Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan

b. Pelaksanaanpengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,
reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;
Penyusunan laporan hasil pengawaan;
Pelaksanaan administragnspektorat dan;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan
fungsinya.
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1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Perubahan yang signifikan pada struktur organisasi Inspektorat Daerah sesuai amanat
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah
berkurangnya jabatan struktural Esselon IV dibawah Sekretaris Hal ini sesuai dengan
hasil perhitungan analisa beban kerja (ABK) bahwa tipe organisasi Perangkat Daerah



untuk Inspektorat Daerah adalahTipe B, jabatan struktural Esselon IV dibawah Sekretaris
yang pada awalnya berjumlah 3 (tiga) jabatan, berkurang 1 (satu) jabatan yakni Kasubag
Evaluasi dan Pelaporan

Susunan organisasinspektorat Daerah Kota Bontang sesuai Peraturan Daerah Kota
Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
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1.4. PROFIL DEMOGRAFI INSPEKTORAT DAERAH

Jumlah Pegawai pada Inspektorat Daerah Kota Bontanger 31 Desember 200 sebanyak
39 (tiga puluh sembilan) orang Pegawaidengan komposisisebagai berikut

Diagram 1.1
Komposisi Berdasarkan Jabatan Pegawai
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1.5. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pementah (SPIP)

mendefinsikan pengawasanintern yang dilakukan Inspektorat Daerah adalah seluruh

proses kegiatan audit, reviu, evaluai, pemantauan, dan kegiatanpengawasan lain

terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan
keyakinan yang memadai bahwa kegiaan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok

ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan

dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik Adapun peran Inspektorat Daerah

adalah memperkuat dan menunjang efekivitas pelaksanaan SPIP dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan
yang efesien dan efektif, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan
ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

Dalam hal penyelenggaraan otonomi daerah, PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pengawasan intern yang
dilakukan Inspektorat Daerah untuk menjamin (reasonable assurangdepenyelenggaraan
pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efesierserta mempedomani ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Seiring dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerahfungsi Inspektorat Daerah Kota

Bontang tidak lagi hanya bertindak sebagai pemeriksa yang berupaya mencari terjadinya
kesalahan saja fatchdog). Konteks kekinian Inspektorat Daerah lebih banyak berfungsi
sebagai katalisator perubahan ¢atalyst of changé dalam pencapaian visi dan misi

pemerintah daerah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Inspektorat Daerah sangatlah strategis.
Inspektorat Daerah lebih mengutamakan pencegahangrevention) terhadap hal-hal yang
dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi daripada melakukan peninakan yang
bersifat represif.  Inspektorat Daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan
efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bontang untuk
mencapai tujuan otonomi daerah yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Agar fungsi pengawasan dapat dilakukan
secara terarah, efektif, efesien dan terpadu, Perwujudan peran efektif
maka Pemerintah Kota Bontang
menetapkan Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) setiap tahunnya yang

Inspekorat Daerah:
1. Penjamin mutu(quality
assurance)

disinergikan dengan kebijakan pengawasan 2. Pemberiperingatan dini(early
daerah dari pemerintah provinsi Kaltim dan warning system)
pemerintah pusat. Hal ini dilakukan bukan 3 Memelihara dan

hanya memenuhi mandat ketentuan
peraturan yang berlaku, tetapi juga agar
terciptanya sistem pengawasan yang
terintegrasi secara nasional.

meningkatkan kuditas tata
kelola(good governancg



1.6. PENENTUAN ISU STRATEGIS ( STRATEGI/C ISSUE )

Sasaran pagawasaninspekorat Daerah meliputi pelaksanaan APBD darseluruh pegawai

sertaPerangkat Daerahunit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bontang yang berada di
dalam wilayah administratif Kota Bontang termasuk pelaksanaan APBD Kota Bontang
yang berada di luar wilayah administratif Kota Bontang. Beberapa isuisu strategis yang
menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas pengawasan daeraiahun 2017 antara lain:

1. ISU STRATEGIS INTERNAL
Tata kelola APIP Kota Bontangbelum mencapai level berintegritas Hal ini terlihat

dari:

a. Metode Pelaksanaan ( Method)

1)

2)

3)

4)

Inspektorat Daerah Kota Bontang belum sepenuhnya menerapkan

perencanaan sistem pengawasan internberbasis manajemen resiko(risk

based managemeryt

Pengelolaan tugas pengawasanntern yang belum sepenuhnya didukung

sistem infaomasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi yang
terintegrasi dan memadai.

Pedoman teknis pelaksanaan tugas pengawasamtern belum seluruhnya

disusun.

Pelaksanaan pengawasan intern belum sepenuhnya mempedomani
pedoman kendali mutu.

b. Sumber Daya Man usia ( Man)

1)

2)

Kebijakan SDM pengawasan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saat ini
masih bersifat parsialbelum sepenuhnya mendukung manajemen tugas
pengawasanintern di daerah.

APIP Kota Bontang terdiri dari Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemeintah Daerah (P2UPD) dan PNS tertentu. Pembinaan jabatan
fungsional Auditor dilakukan oleh BPKP, sedangkan Kementerian Dalam
Negeri melakukan pembinaan jabatan fungsional P2UPD.

Pola hubungan kerja antara masingmasing jabatan APIP tersebut masih
belum sepenuhnya dapat dilakukan secara terpadu dalam satu tugas
pengawasanintern.

Inspektorat Daerah belum memiliki kebijakan penyusunan teamate
pengawasan intern yang memadai berdasarkargap competency dan beban
kerja masingmasing tugas pengawasan intern.

c. Keuangan (Money)

1)

Inspektorat Daerah belum memiliki analisa standar biaya (ASB) kegiatan
pengawasan intern yang baku dan belum sepenuhnya menyusun rencana
anggaran kas (RAK) yang memadai sebagai tindak pengendalian atas kondisi
keuangan daerah yang berkurag dibandingkan tahun sebelumnya.

d. Sarana dan Prasarana (Machine)

1)

2)

Inspektorat Daerah belum sepenuhnya menerapkan tata kelola arsip yang
memadai.

Nilai manfaat aset Inspektorat Daerah tahun 2016 mengalami penurunan
sebesar 83,34% dari nilai perolehan awal walaupun utilisasi aset tetap dalam
kondisi baik lebih dari 85%.



2. ISU STRATEGIS EKSTERNAL

a. Sstem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum diimplementasikan
sepenuhnya pada Pemerintah Kota Bontang dan €rangkat Daerah

b. Sistem Akuntabilitas Kinerja InstansPemerintah (SAKIB Kota Bontang belum
sepenuhnya berjalan efektif.

c. Pemanfaatan hasil pengawasan Inspektorat Daerah untuk meningkatkan kualitas
tata kelola Perangkat Daerah belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini terlihat
dari Perangkat Daerah belum skiruhnya menyelesaikan tindak lanjut
rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bontang.

d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembentukan Zona Integritas pada
Pemerintah Kota Bontang belum berjalan efektif.

1.7. SARANA DAN PRASARANA KERJA

Nilai Aset Tetap yang dimiliki Inspektorat Daerah berdasarkan Laporan Keuangan Akhir
Tahun 2018 per 31 Desember 2018adalah sebesar Rp.411.617.538,00

Tabe 1.1
Komposisi Aset Tetap Inspektorat Daerah Tahno 2018

m INVENTARIS BARANG NILAI (Rp)

1. Alat-alat angkutan 1.380.517.000,00
2. Alat-alat kantor dan rumah tangga 1.932.195.592,00
3. Alat-alat studio dan komunikasi 59.540.806,00
4. Alat-Alat Laboratorium 31.749.000,00
5. Alat-alat Olah raga 7.615.140,00
Total 3.411.617.53800

1.8. SISTEMATIKA PENY AJIAN

Sistematika penyajian laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintakgbagai berikut:

Bab | o Pendahuluan menjelaskan secara ringkas dasar pembentukan organisasi, aspek
strategis organisasi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia
serta sarana dan prasarana kantor.



Bab Il 0 Perencanaan Kinerja , menjelakan secara ringkasdokumen perencanaan
yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Inspektorat Daeratan
Penetapan Kinerja tahun 2017.

Bab Ill 0 Akuntabilitas Kinerja , menjelaskan analisis pencapaian kinerja Inspektorat
Daerah tahun 2016 terhadap pencap#@n sasaran strategis tahun 2017yang memuat
capaian indikator kinerja utama, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas
keuangan.

Bab IV 0 Penutup, menjelaskan kesimpulan analisis pencapaian kinerja Inspektorat
Daerah dan rekomendasi pebaikan di masa mendatang.



BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS (STRATEGIC PLAN)

Tema Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bontang Tahun 201%21 adalah
sebagai berikut:

Gambar 2.1
Tema Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2016021
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Berdasarkanalur pikir Rencana Strategis tersebut, maka dirumuskan visi, misi, dan tujuan
strategis dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah menggunakan metoda/ance
Sored Card Penggunaan metode Balance Scored Cardbertujuan untuk menghasilkan
perumusan strategi dari 4 empat) perspektif yaitu perspektif masyarakat/layanan;
perspektif proses internal (nternal business proceds perspektif kelembagaan (/fearning
and growth); dan perspektif keuangan (financia) sebagai konstrain ¢osteffectivenesy
dan untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatasd//ocative efficienc)).

Peta strategis Strategy Map, perumusan tujuan dan sasaran jangka menengalserta
strategi dan kebijakanInspektorat Daerah Tahun 20162021 disajikan pada Gambar 2.2
dan Tabel 2.1sebagai berikut:



Gambar 2.2
Peta Strategis $trategy Map Inspektorat Daerah Tahun 20162021
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TUJUAN

TS.01

Meningkatkan mutu
akuntabilitas kinerja
dan keuangan
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan

daerah Kota
Bontang

(The Quality of
Performance

Accountability and
Financial
Accountability)

PerumusanTujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayandnspektorat Daerah Tahun 20162021

INDIKATOR KINERJA
TUJUAN

SASARAN

Tabel 2.1

INDIKATOR KINERJA
SASARAN

a. Persepktif pengguna layanan §takeholdery 40%

TARGET KINERJASASARAN PADA TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

IT.01.01 SS.01.01 IKU.01.01.01
Nilai evaluasi | Meningkatnya mutu | Indeks ratarata akuntabilitas N/A - 2 3 3 3 3
penyelengaraan urusan| akuntabilitas kinerja | penyelenggaraan urusan (Skor (Skor (Skor (Skor (Skor
pemerintahan daerah | penyelenggaraan pemerintahan daerah ()] B) B) B) B)
Kota Botang dengan urusan pemerintahan
predikat daerah IKU.01.01.02 -
Tinggi 6 Indeks ratarata akuntabilitas 25 25 3 3 3 3 3
kinerja Perangkat Daerah (Skor (Skor (Skor (Skor (Skor (Skor (Skor
IT.0L.02 CC) CC) B) B) B) B) B)
Nilai ~ SAKIP  Kota IKU.01.01.03
Bontang dengan Rasio temuan BPK yang th | 71% 75% 80% | 825% | 85% | 87,5% | 90%
kategori B ke atas selesai ditindaklanjuti
IKU.01.01.04
Rasio temuan APIP yang telah  N/A - 70% 75% 80% 85% 100%
selesai ditindaklanjuti
IT.01.03 SS.01.02 IKU.01.02.01
Opini LKPD  Kota | Meningkatnya mutu | Indeks opini BPK atas LKPD 4 4 4 4 4 4 4
Bontang  berpredikat | akuntabilitas (WTP) | (WTP) | (WTP) | (WTP) | (WTP) @ (WTP) | (WTP)
WTP pengelolaan
keuangan daerah

kota Bontang




TARGET KINERJASASARAN PADA TAHUN

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA
TOSUAN TUJUAN SASARAN SASARAN
TS.02 IT.02.02 S$S.02.01 IKU.02.01.01
Meningkatkan Indeks RB Kota' Meningkatnya Indeks RB Kota Bontang C B B B B B B
kualitas tata kelola Bontang  berpredikat | efektivitas IKU.02.01.02
dan reformasi 0 B0 pelaksanaan e
birokrasi Kota reformasi birokrag di Jumlah Perangkat Daerah - - 1PD 1PD 2 PD 2 PD 2 PD
Bontang yang | |T.02.01 lingkungan pelayanan publik yang telah
akuntabel,  bersih . o o pemerintah Kota  berpredikat  ZI  menuju
dan efektif P PS Bontang WBK/WBBM
) (IPK) Kota Bontang
(GThe Quality 0’; mencapai nilai 5,9 $S.02.02 1K.02.02.01
ottt Meningkatnya Rasio capaian AD PPK Kota 96,78% = -  100%  100%  100% @ 100% & 100%
ureaucratic > .
efektivitas Bontang dengan kategori
Reform) N .
pelaksanaan OMemuaskano
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi Kota Bontang
SS.02.03 IKU.02.03.01
Meningkatnya Persentase kasus pengadua 100% 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
efektivitas masyarakat dan aparatur
penanganan kasus yang telah selesai
pengaduan ditindaklanjuti
masyarakat dan
aparatur yang
terbuka dan
responsif
IT.02.03 SS.02.04 IKU.02.04.01
Tingkat maturitas SPIP, Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah  N/A - 5PD 10PD | 15PD | 20PD | 29PD
Kota Bontang pada | kualitas  penerapan| yang memiliki tingkat
Level 3 (Terdefinisi) SPIP Kota Bontang maturitas SPIP pada level 3
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TUJUAN

TS.03

Meningkatkan
kualitas tata kelola
organisasi
Inspektorat Daerah
yang berintegritas,
profesional dan
modern

(The Quality of
Internal Audit
Capabiity)

INDIKATOR KINERJA
TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA
SASARAN

b. Persepktif Proses Internal {aternal Business Proces80%

TARGET KINERJASASARAN PADA TAHUN

IT.03.01 SS.03.01 IK.03.01.01
Tingkat kapabilitas | Meningkatnya mutu | Tingkat kapabilitas APIP Kota, Level2 | Level2  Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3
APIP Kota Bontang| kapabilitas APIP Kota| Bontang 3 (4 (6 1 (2
pada Level 3 | Bontang elemen | elemen | elemen | elemen | elemen
(/ntegrateq) di di di di di
Level Level Level Level Level
3) 3) 3) 4) 4)
IK.03.01.02
Indeks kepuasan auditi atas N/A - 3 3 3 3 3
kinerja pengawasan
Inspektorat Daerah
IK.03.01.03
Ketepatan  waktu  proses| N/A 60% 70% 70% 80% 80% 90%
pelaksanaan dan pelaporan
pengawasan
IK.03.01.04
Nilai rata-rata keberhasilan N/A > > > > > >
kegiatan Inspektorat Daerah 84% 84% 84% 84% 84% 84%
c. Persepktif Pembelajaran dan Pertumbuhan Learning and Growtf)) 20%
SS.03.02 IK.03.02.01
Meningkatnya Tingkat efektifitas penerapan N/A - Baik Baik Baik Baik Baik

kapasitas SDM yang
profesional

manajemen SDM Inspektorat

Daerah
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TARGET KINERJASASARAN PADA TAHUN

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA

TOSUAN TUJUAN SASARAN SASARAN
SS.0303 IK.03.03.01
Meningkatnya mutu | Tingkat kematangan N/A - Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 4 | Level 4
kelembagaan dan| manajemen risiko Inspektorat
ketatalaksanaan Daerah
SS.03.04 IK.03.04.01
Meningkatnya Jumlah proses bisnis yang N/A - Perenc | Implen | Implen | Implen | Implen
pemanfaatan telah berbasis TIK 40% 60% 80% 100%

teknologi  informasi
dan kualitas sarana |k 03.04.02

E;?ﬂi?gaﬂzgg @& jumlah utilitas aset kondisi N/A | 100% | 100% @ 100% | 100% & 100% | 100%

baik
d. Persepktif Keuangan £inanciaj 10%
SS.03.05 IK.03.05.01
Meningkatnya Jumlah kegiatan utama N/A 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
pengelolaan pengawasan intern yang telah
anggaran yang efekif | menerapkan anggaran
responsif gender (ARG)
IK.03.05.02
Persentase kinerja  N/A 80% 80% 80% 80% 80% 80%
pelaksanaan anggaran

Inspektorat Daerah
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2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA ( KEY PERFORMANCE
INDICATOR )

Sesuai Surat Keputusan Inspektur Daerah Kota Bontang Nom@6 Tahun 2016 tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bontang,

Inspektorat Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan
ditetapkannya Renstra tahun 20162021. Penetapan IKU tersebut menggunakan
indikator kinerja sasaan yang berperspektif stakeholderssebagai berikut:

Tabel 2.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah

m SASARAN IKU

1. | Meningkatnya mutu  akuntabilitas | a. Indeks ratarata akuntabilitas
kinerja penyelenggaraan urusan  penyelenggaraan urusan  pemerintahan
pemerintahan daerah daerah

b. Rasio temuan BPK vyang telah selest
ditindaklanjuti

c. Rasio temuan APIP yang telah selese
ditindaklanjuti

d. Indeks ratarata akuntabilitas kinerja
Perangkat Daerah

2 Meningkatnya  mutu  akuntabilitas | Indeks opini BPK atas LKPD
pengelolaan  keuangan daerah kota
Bontang

3. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Indeks RB Kota Bontang
reformasi  birokrasi di lingkungan
pemerintah Kota Bontang

4. Meningkatnya efektivitas penanganan| Persentase kasus pengaduan masyarakat d:
kasus pengaduan masyarakat dal aparatur yang telah selesai ditindaklanjuti
aparatur yang terbuka responsif

5. Meningkatnya kualitas penerapan SPIF Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki
Kota Bontang tingkat maturitas SPIP pada level 3 (Terdefinisi)

6. Meningkatnya mutu kapabilitas APIP | Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang
Kota Bontang

2.3. RENCANA KINERJA TAHUN (ANNUAL PERFORMANCE
PLAN) TAHUN 2018

Rencana Kinerja TahunanRKT) adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja
instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan Inspektorat Daerah
yang menuntut konsistensi antarapelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan
dalam Renja dan Renstra bagi pegawai Inspektorat Daerah dalam melaksanakan
tupoksinya. RKT Inspektorat Daelah Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan Annual Performance Plajy Inspektorat Daerah Tahun 2018

TARGET TARGET

URAIAN SASARAN INDIKATOR KINERJA KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KINERJA

A. Perspektif Stakeholders

Al  SS.01.01 IKU.01.01.01
Meningkatnya mutu akuntabilitas =~ Indeks ratarata 3 Program Peningkatan Sistem Pelaksanaan Jumlah realisasi 29 OPD
kinerja penyelenggaraan urusan akuntabilitas Pengawasan Internal dan Pengawasan Internal pengawasan  kinerja
pemerintahan daerah penyelenggaraan Pengendalaan Pelaksanaan Secara Berkala rutin
urusan pemerintahan Kebijakan KDH
daerah
Program Peningkatan Sistem Optimalisasi Jumlah laporan = 12 laporan
Pengawasan Internal  dan Peningkatan fasilitasi Saber Pungli
Pengendalian Pelasksanaalr Kepatuhan pada Kota Bontang yang
Kebijakan KDH Peraturan diselesaikan
Perundang
Undangan
IKU.01.01.02
Indeks ratarata 3 Program Peningkatan Sistem Pelaksanaan Jumlah penyelesaian 29 LHE
akuntabilitas  kinerja Pengawasan Internal dan Pengawasan Internal LHE SAKIP OPD
Perangkat Daerah Pengenddaian Pelaksanaan Secara Berkala
Kebijakan KDH
IKU.01.01.03
Rasio temuan BPK  82,5% Program Peningkatan Sistem Pelaksanaan Jumlah penyelesaian 2 Laporan
yang telah selesai Pengawasan Internal dan Pengawasan Internal monitoring monitoring
ditindaklanjuti Pengendalaian Pelaksanaan Secara Berkala penyeleaian TLRHP penyelesaian
Kebijakan KDH BPK RI TLRHP BPK
IKU.01.01.04
Rasio temuan APIP 75% Program Peningkatan Sistem Pelaksanaan Jumlah penyelesaian 2 Laporan
yang telah selesai Pengawasan Internal dan Pengawasan Internal monitoring monitoring
ditindaklanjuti Pengendalaian Pelaksanaan Secara Berkala penyeleaian TLHP penyelesaian
Kebijakan KDH PKPT TLHP PKPT
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A2

A.3

A4

A5

URAIAN SASARAN

S$S.002

Meningkatnya mutu akuntabilitas

pengelolaan
kota Bontang

SS.02.01
Meningkatnya

keuangan daerah

efektivitas

pelaksanaan reformasi birokrasi
di lingkungan pemerintah Kota

Bontang
S$S.02.02
Meningkatnya efektivitas
pelaksanaan pencegahan dan
pemberantasan  korupsi Kota
Bontang
S$S.02.03
Meningkatnya efektivitas
penanganan kasus pengaduar

masyarakat dan aparatur yang

terbuka dan responsif

INDIKATOR KINERJA

IKU.01.02.01

Indeks opini BPK atas
LKPD

IKU.02.01.01

Indeks RB Kota
Bontang
IKU.02.01.02
Jumlah Perangkat
Daerah pelayanan
publik yang telah
berpredikat ZI menuju
WBK/WBBM
IK.02.02.01

Rasio capaian AD PPK
Kota Bontang dengan

kategori
oOMemuaskan¢
IKU.02.03.01
Persentase kasut
pengaduan
masyarakat dan
aparatur yang telah

selesaiditindaklanjuti

TARGET
KINERJA

10PD

100%

100%

PROGRAM

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal
Pengendalian

Kebijakan KDH

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal
Pengendalian

Kebijakan KDH

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal
Pengendalian

Kebijakan KDH

Non Bugdegting

dan

Pelasksanaal

dan

Pelasksanaai

dan

Pelasksanaai

Program Pengintensifikasian

Penanganan Pengaduan
Masyarakat

KEGIATAN

Pelaksanaan

INDIKATOR KINERJA

TARGET
KINERJA

Pengawasan Internal

Secara Betala

Monitoring
Penilaian
Pelaksanaan
Reformasi
Kota Bontang

Mandiri

Birokrasi

(Non Bugdegting)

Pelaksanaan

Pengawasan Internal

Secara Berkala

Non Bugdegting
Penanganan  Kasus
Pengaduan
Masyarakat Kota
Bontang

Jumlah penyelesaian
monitoring kas,
persediaan dan aset
OPD

Jumlah penyelesaian
laporan PMPRB

Jumlah penyelesaian
laporan penilaian ZI
OPD

Jumlah laporan
monitoring dan
evaluasi  penerapan

RAD PPK terintegrasi

Jumlah kasus
pengaduan
masyarakat yang
selesai ditindaklanjuti

29 OPD

1 Laporan
hasil PMPRB

2 laporan
penilaian ZI
OPD

1 laporan

5 kasus
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TARGET TARGET
URAIAN SASARAN INDIKATOR KINERJA KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KINERJA
A6 | SS.02.04 IKU.02.04.01
Meningkatnya kualitas = Tingkat maturitas SPIP 3 Program Penyelenggaraan Monitoring dan | Jumlah penyelesaian 10 OPD
penerapan SPIP Kota Bontang Kota Bontang Sistem Pengendalian Intern Evaluasi laporan penilaian
Pemerintah Implementasi SPIP maturitas SPIP OPD
(Non Bugdegting)
Perspektif /nternal Business Process
B.1  SS.03.01 IK.03.01.01
Meningkatnya mutu kapabilitas = Tingkat kapabilitas 3 Non Bugdegting Non Bugdegting Jumlah laporan 1 laporan
APIP Kota Bontang APIP Kota Bontang implementasi rencana
aksi peningkatan
kapabilitas APIP
IK.03.01.02
Indeks kepuasan 3 Program Penyebarluasan Pelaksanaan Jumlah publikasi 1levent
auditi atas kinerja Informasi Pembangunan Pameran kegiatan audit intern
pengawasan Daerah Pembangunan tahunan
Inspektorat Daerah
IK.03.01.03
Ketepatan 70% Non Bugdegting Non Bugdegting Jumlah penyelesaian 1 laporan
perencanaan terhadap peer review antar Peer Review
waktu proses Inspektorat
pelaksanaan dan kabupaten/kota
pelaporan
pengawasan
IK.03.01.04
Nilai rata-rata > 84% Non Bugdegting Non Bugdegting Jumlah laporan 4 laporan
keberhasilan kegiatan monitoring dan triwulanan
Inspektorat Daerah evaluasi pelaksanaan

rencana kerja yang
diselesaikan
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C.z2

C3

TARGET

TARGET

URAIAN SASARAN INDIKATOR KINERJA KINERJA PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KINERJA
Perspektif Learning and Growth
SS.03.02 IK.03.02.01
Meningkatnya kapasitas SDM Tingkat efektifitas B Program Peningkatan Pelatihan Jumlah JF APIP yang 18 JFAPIP
yang profesional penerapan Profesionalisme Tenaga pengembangan mendapatkan
manajemen SDM Pemeriksa dan Aparatur tenaga pemeriksa sertifikat penjenjangan
Inspektorat Daerah Pengawasan dan aparatur dan substansi
pengawasan pengawasan
Program Peningkatan Disiplin = Peningkatan Kinerja Jumlah PNS yang 40 PNS
Aparatur Aparatur mendapatkan
tunjangan kinerja
SS.03.03 IK.03.03.01
Meningkatnya mutu | Tingkat kematangan 3 Non Bugdegting Non Bugdegting Jumlah laporan 1 laporan
kelembagaan dan manajemen risiko penilaian manajemen
ketatalaksanaan Inspektorat Daerah risiko Inspektorat
SS.03.04 IK.03.04.01
Meningkatnya pemanfaatan Jumlah proses bisnis 40% Non Bugdegting Non Bugdegting Jumlah aplikasi 4 aplikasi
teknologi informasi dan kualitas yang telah berbasis internal yang
sarana prasarana dalam tata TIK dikembangkan secara
kelola organisasi mandiri
IK.03.04.02
Jumlah utilitas aset 100% Program Pelayanan Penyediaan Jasa Jumlah bidang yang 4 bidang
kondisi baik Administrasi Perkantoran Komunikasi, Sumber mendapatkan
Daya Air dan Listrik = pelayanan komunikasi
Penyediaan Jasa Jumlah penyelesaian
Pemeliharaan pajak dan perijinan 21 unit
Perizinan Kendaraan kendaraan dinas
Dinas/ Operasional
Penyediaan Alat Jumlah bidang yang 4 bidang
Tulis Kantor terpenuhi kebutuhan
ATK
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URAIAN SASARAN

Perspektif Financial

§S.03.05

Meningkatnya
anggaran yang efektf

pengelolaan

INDIKATOR KINERJA

IK.03.05.01
Jumlah kegiatan
utama  pengawasan

intern  yang telah
menerapkan anggaran
responsif gender
(ARG)

TARGET
KINERJA

100%

PROGRAM

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Non Bugdegting

KEGIATAN

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan
Makanan dan
Minuman

RapatRapat
Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
Daerah

Penyediaan Jasa
Tenaga
Administrasi/ Teknis
Perkantoran

Pengadaan
Kendaraan Dinas/
Operasional

Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional

Non Bugdegting

INDIKATOR KINERJA

Jumlah bidang yang
terpenuhi kebutuhan
barang cetakan

Jumlah bidang yang
mendapatkan
pelayanan konsumsi
kedinasan

Jumlah bidang yang
mendapatkan
pelayanan koordinasi
dan konsultasi
stakeholders terkait

Jumlah pemenuhan
tenaga administrasi
Non PNS

Jumlah kendaraan
dinas yang dirawat
secara rutin

Jumlah peralatan
kantor pada bidang
yang dipelihara rutin

Jumlah laporan
Gender Analysis
Pathway (GAP) dan
Gender Budget
Statement(GBS) pada
RKA kegiatan urusan
wajib

TARGET
KINERJA

4 bidang

4 bidang

4 bidang

2 orang

21 unit

4 bidang

1 laporan

18



URAIAN SASARAN

INDIKATOR KINERJA

IK.03.05.02

Persentase kinerja
pelaksanaan anggaran
Inspektorat Daerah

TARGET
KINERJA

80%

PROGRAM

Non Bugdegting

KEGIATAN

Non Bugdegting

INDIKATOR KINERJA

Jumlah laporan
rekonsiliasi
pendapatan dan
belanja daerah yang
diselesaikan

TARGET
KINERJA

12 laporan
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2.4. PERJANJIAN KINERJA (PERFORMANCE AGREEMENT)
AWAL TAHUN 2 018

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat
penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena
merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang
diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan
dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang
terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan
dan mengelola program atau kegatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan
tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja
Inspektorat Daerah Kota Bontang Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra
Inspektorat Daerah Kota Bontang Tahun 2017 - 2021, dokumen Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Tahun 2018, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun2018, dan

dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahu2018, Inspektorat Daerah Kota Bontang

telah menetapkan Perjanjian KinerjaAwal Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Awal Inspektorat Daerah Tahun 2018

m SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Persepktlf pengguna layanan Stakeholdery
1. | Meningkatnya mutu | a. Indeks ratarata akuntabilitas 3
akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan (Skor B)
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
pemerintahan daerah b. Indeks ratarata akuntabilitas 3
kinerja Perangkat Daerah (Skor B)
c. Rasio temuan BPK yang telah 82,5%
selesai ditindaklanjuti
d. Rasio temuan APIP yang telah 75%
selesai ditindaklanjuti
2. Meningkatnya mutu | Indeks opini BPK atas LKPD 4 (WTP)
akuntabilitas ~ pengelolaan
keuangan  daerah  kota
Bontang
3. Meningkatnya efektivitas | a. Indeks RB Kota Bontang B
pglaksanaan. . reformasi b. Jumlah Perangkat Daerah 1PD
birokrasi  di  lingkungan .
emerintah Kota Bontang pelayanan publik yang telah
P berpredikat Zl menuju
WBK/WBBM
4. Meningkatnya efektivitas | Rasio capaian AD PPK Kota Bontanc 100%
pelaksanaan pencegahar dengan kategori 0
dan pemberantasan korupsi
Kota Bontang
5. Meningkatnya efektivitas | Persentase kasus pengadua 100%
penanganan kasus masyarakat dan aparatur yang telah
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m SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

pengaduan masyarakat dan| selesai ditindaklanjuti

aparatur yang terbuka dan

responsif
6. Meningkatnya kualitas | Jumlah  Perangkat Daerd yang 10 PD
penerapan SPIP Kota memiliki tingkat maturitas SPIP pada
Bontang level 3
B. Persepktif Proses Internal fifernal Business Process
Meningkatnya mutu | a. Tingkat kapabilitas APIP Kota Level 3
kapabilitas APIP Kota Bontang
Bontang
b. Ketepatan perencanaan terhadap 70%
waktu proses pelaksanaan dan
pelaporan pengawasan
c. Indeks kepuasan auditi atas kinerja 3
pengawasan Inspektorat Daerah
d. Nilai rata-rata keberhasilan kegiatan > 84%
Inspektorat Daerah
C. Persepktif Pembelajaran dan Pertumbuhan Kearning and Growtf)
1. | Meningkatnya kapasitas| Tingkat efektifitas penerapan Baik
SDM yang profesional manajemen SDM Inspektorat Daerah
2. Meningkatnya mutu | Tingkat kematangan manajemen risiko Level 3
kelembagaan dan| Inspektorat Daerah
ketatalaksanaan
3. Meningkatnya pemanfaatan | a. Jumlah proses bisnis yang telal 40%
teknologi informasi  dan berbasis TIK
kualitas sarana prasaran b. Jumlah utilitas aset kondisi baik 100%
dalam tata kelola organisasi
D. Persepktif Keuangan Einancia)
1. | Meningkatnya pengelolaan| a. Jumlah kegiatan utama 100%
anggaran yang efektf pengawasan intern yang telah
menerapkan anggaran responsil
gender (ARG)
b. Persentase kinerja pelaksanaa 80%

anggaran Inspektorat Daerah

2.5.
PERUBAHAN TAHUN

PERJANJIAN KINERJA

2018

(PERFORMANCE AGREEMENT)

Seiring cengan perubahan kebijakan keuangarpemerintah daerah Kota Bontang tahun
2018 dan hasil evaluasi kinerja Inspektorat Daerah melakukan perubahan perjanjian

kinerja.

maturitas SPI

Perubahan yang signifikan yakni
OMeni ngkat nyean ekruaaplaint aSP | pP
Daerah yang memiliki tingkat maturitas SPIP pada level 8 d i
P Kot a

indikator

Bontango.

kinerja sasaran strategis
Kot aJunilah rPerangkgt 6
rubah
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Kondisi ini disebabkan instrumen penilaian tingkat

maturitas SPIP perangkat daerah akamenggunakan

metode self assesmertverbasis website BPKP secara

daring (online) pada tahun 2018. Penggunaan

indi kator kinerja oTi ngkat n
Bontango mengacu pada sal ah
implementasi kebijakan pengarustamaan tata kelola
kepemerintahan yang baik dalam RPJMN tahun

20152019 dengan target kinerjanya adalah tingkat
kematangan implementasi SPIP pada level 3 tercapai

100% pada tahun 2019.

Hal yang signifikan dalam
perubahan perjanjian kinerja

Inspektorat Daerahtahun
2017 adalah perubahan
indikator kinerja sasaran
strategis 0
kualitas penerapan SPIP Kota
Bont a n ¢

Tabel 25
Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2018

m SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Persepktlf pengguna layanan §takeholdery

1. | Meningkatnya mutu | e. Indeks ratarata  akuntabilitas 3

akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan (Skor B)
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
pemerintahan daerah

f. Indeks ratarata akuntabilitas 3
kinerja Perangkat Daerah (Skor B)

g. Rasio temuan BPK vyang telah 82,5%
selesai ditindaklanjuti

h. Rasio temuan APIP yang telah 75%
selesai ditindaklanjuti
2. Meningkatnya mutu | Indeksopini BPK atas LKPD 4 (WTP)
akuntabilitas  pengelolaan
keuangan  daerah  kota
Bontang
3. Meningkatnya efektivitas | ¢. Indeks RB Kota Bontang B
pglaksanaan. . reformasi d. Jumlah Perangkat Daerah 1PD
birokrasi  di  lingkungan .
emerintah Kota Bontang pelayan_a n  publik yang telgh
P berpredikat Zl menuju
WBK/WBBM
4, Meningkatnya efektivitas | Rasio capaian AD PPK Kota Bontanc 100%
pelaksanaan pencegahar dengan kategori 0
dan pemberantasan korupsi
Kota Bontang
5. Meningkatnya efektivitas | Persentase kasus pengadua 100%
penanganan kasus masyarakat dan aparatur yang telah

pengaduan masyarakat dan selesai ditindaklanjuti
aparatur yang terbuka dan

responsif

6. Meningkatnya kualitas | Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang Level 3
penerapan SPIP Kota
Bontang
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m SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Persepktif Proses Internal Kternal Business Proce)s‘s

1. | Meningkatnya mutu | e. Tingkat kapabiltas APIP Kota Level 3
kapabilitas APIP Kota Bontang
Bontang
f. Ketepatan perencanaan terhadap 70%

waktu proses pelaksanaan dan
pelaporan pengawasan

g. Indeks kepuasan auditi atas kinerja 3
pengawasan Inspektorat Daerah
h. Nilai rata-rata keberhasilan kegiatan > 84%
Inspektorat Daerah
C. Persepktif Pembelajaran dan Pertumbuhan Kearning and Growth)
1. Meningkatnya kapasitas| Tingkat efektifitas penerapan Baik
SDM yang profesional manajemen SDM Inspektorat Daerah
2. Meningkatnya mutu | Tingkat kematangan manajemen risiko Level 3
kelembagaan dan| Inspektorat Daerah
ketatalaksanaan
3. Meningkatnya pemanfaatan | c. Jumlah proses bisnis yang telaf 40%
teknologi informasi dan berbasis TIK

kualitas sarana prasaran:

.. | d. Jumlah utilitas aset kondisi baik 100%
dalam tata kelola organisasi
D. Persepktif Keuangan Einancia)
1. | Meningkatnya pengelolaan| c¢. Jumlah kegiatan utama 100%
anggaran yang efektf pengawasan intern yang telah

menerapkan anggaran responsil
gender (ARG)

d. Persentase kerja pelaksanaan 80%
anggaran Inspektorat Daerah

2.6. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ( FISCAL
PERFORMANCE INDICATORS ) TAHUN 2018

Penetapan Indikator Kinerja Fskal Inspektorat Daerah TA. 20B dilaksanakan
sebanyak 2 (dua) kali, yakni:

1. Indikator Kinerja Fiskal Awal yang ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kota Bontang TA. 208 sesuaiPERDA Kota
Bontang Nomor 11Tahun 2017 tentang APBD Kota Bontang TA. 20B.

2. Indikator Kinerja Fiskal Perubahan melalui Dokumen Perubahan Péaksanaan
Anggaran (DPPA) Inspektorat Daerah Kota BontanglA. 2018 sesuaiPERDA Kota
Bontang Nomor 7 Tahun 2018 tentang APBD Perubahan TA. 208.

Rincian Indikator Kinerja Fiskal Inspektorat Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran
2018 menurut Kelompok Belanja sesbagai berikut:
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Tabel 2.6
Indikator Kinerja Fiskal Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 208

A. Belanja Tidak Langsung 5.121.481.064,00 | 5.401.481.064,00 5,47
1. Belanja Pegawai 5.121.481.064,00, 5.401.481.064,00 5,47
B. Belanja Langsung 2.190.701.400,00 | 2.883.798.650,00 31,64
1. Belanja Pegawai 391.050.000,00 341.818.250,00 (12,59)
2. Belanja Barang dan Jasa 1.778.646.400,00 | 2.513.470.400,00 41,31
3. Belanja Modal 21.005.000,00 28.510.000,00 35,73
Total Belanja (A + B) 7.312.182.46400 | 8.285.279.714,00 13,31

Adapun indikator kinerja fiskal perubahan masingmasing sasaran strategis adalah
sebagai berikut:

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Fiskal Perubahan Sasaran Strategis Tahun 2018

m SASARAN ANG(g';‘)RAN KETERANGAN
2 3 a4 | 5

3
A. | Perspektif Stakeholders 1063.595.000,00 36,88

A.1 | Meningkatnya mutu akuntabilitas 803.642.620,00 27,87
kinerja  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan daerah

A.2 | Meningkatnya mutu akuntabilitas 211.952.38000 7,35
pengelolaan keuangan daerah kota

Bontang
A.3 | Meningkatnya efektivitas 17.600.000.00 0,61
pelaksanaan reformasi birokrasi di
lingkungan pemerintah Kota
Bontang
A.4 | Meningkatnya efektivitas 0,00 0,00

pencegahan dan pemberantasar
korupsi Kota Bontang

A.5 | Meningkatnya efektivitas 30.400.000 ,00 1,05
penanganan  kasus pengaduan
masyarakat dan aparatur yang
terbuka dan responsif

A.6 | Meningkatnya kualitas penerapan 0,00 0,00
SPIP Kota Bontang

Perspektif /nternal Business Process|  25.000.000 ,00 0,87

B.1 | Meningkatnya mutu kapabilitas APIP 25.000.000,00 0,87
Kota Bontang
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ANGGARAN

NO. SASARAN (Rp) % KETERANGAN
1 2 3 4 5
C. | Perspektif Learning and Growth 1.795.203.650,00 62,25
C.1 | Meningkatnya kapasitas SDM yang 902.678.250,00 31,30

profesional

C.2 | Meningkatnya mutu kelembagaan| 606.375.400,00 36,88

dan ketatalaksanaan

C.3 | Meningkatnya pemanfaatan| 286.150.000,00 9,92

teknologi informasi dan kualitas

sarana prasarana dalam tata kelola

organisasi
D. | Perspektif Financial 0,00 0,00
D.1 | Meningkatnya pengelolaan anggaran 0,00 0,00

yang efektf
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP  TAHUN
SEBELUMNYA

Implementasi SAKIP Insektorat Daerah Tahun 2018 memperoleh nilai evaluasi sebesar
80,86 (Sangat Baik) Beberapa perbaikan yang disarankan untuk meningkatkan
akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah adalah sbagai berikut:

1. Melakukan perbaikan implementasi pengukuran kinerja yang terdiri dari:

a. IKU organisasi dan IKU individu dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan
dan penganggaran.

b. Hasil pengukuran IKU dimanfaatkan untuk dasar penilaian kinerja dan
pemberian penghargaan (eward) serta hukuman (punishmen).

c. Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi dapat digunakan untuk pengendalian
dan pemantauan kinerja secara berkala.

2. Melakukan perbaikan pelaporan kinerja agar dimanfaatkan dalam pemberian
penghargaan (eward) serta hukuman (punishmen).

3. Melakukan perbaikan kualitas evaluasi internal agar Rencana Aksi atas Kinerja
dilakukan evaluasi secara periodik, sehingga hasil evaluasi dapatitindaklanjuti
dalam bentuk langkahlangkah nyata

4. Menindaklanjuti hasil evaluasi ahun sebelumnya, yakni:

a. Rencana Aksi atas kinerja dimanfaatkan untuk pengarahan dan
pengorganisasian kegiatan serta dimonitoring pencapaiannya secara berkala

b. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang serta dikembangkan
menggunakan teknologi informasi

Tindak lanjut hasil evaluasi yang telah dilakukanoleh Inspektorat Daerahadalah

1. IKU organisasi dan IKU individu dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan
penganggaran

2. Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan teknologi informasi

3.2. KERANGKA ANALISA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor
239/1X/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
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Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran
atas indikator kinerjanya masingmasing, sedangkan capaian kinerjasasaran diperoleh
berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil
pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian
rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal
dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instsi
pemerintah, sebagai berikut

Tabel 3.1
Predikat Capaian Kinerja

CAPAIAN EKSPEKTASI STATUS

< 100% Tidak Tercapa ‘

= 100% Sesuai Target .

> 100% Melebihi Target ‘

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dapat diukur dengan nilai
interval sesuai pengkategorian nilai yang ditetapkan oleh Kementerian Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi sebaai berikut :

Tabel 3.2
Pencapaianindikator Kinerja SasararStrategis

m KATEGORI RATA-RATA % CAPAIAN STATUS

AA (Sangat Memuaskan) (> 90 - 100) ‘
2 A (Memuaskan) (>80 -90) ’
3 | BB (Sangat Baik) (> 70 -80) .
4 | B (Baik) (> 60 -70) ‘
5 | CC (Cukup) (>50 - 60) ‘
6 | C(Kurang) (>30 -50) %
7 D (Sangat Kurang) (>0 -30) ‘
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3.3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Inspektorat Daerah Kota Bontang tahun
2018 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama

PERSPEKTIF TAHUN 2018
SASARAN STRATEGIS . STATUS
INDIKATOR KINERJA TARGET | REALISASI| CAPAIAN
1 |Indeks ratarata akuntabilitas

penyelenggaraan urusan % 3 3 100.00
pemerintahan daerah

2 | Indeks ratarata akuntabhilitas

kinerja SKPD Skor 3 3 100.00
3 |Rasio _ter_n_uan BP!( yang telah % 825 86.9 105.00
selesai ditindaklanjuti
4 |Rasio Fer_n_uan API_P yang telah % 75 40,13 53.00
selesai ditindaklanjuti
5 | Indeks opini BPK atas LKPD Skor 4 4 100.00
6 |Indeks RB KotaBontang Skor B B 100.00

7 |Persentase kasus pengadua
masyarakat dan aparatur yang, % 100 100 100.00
telah selesai ditindaklanjuti

8 | Tingkat maturitas SPIP Kota

Level 3 3 100.00
Bontang
9 Tingkat kapabilitas APIP Kota Level 3 5 67.00
Bontang
Capaian rata-rata IKU 91,67
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3.4. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN
KINERJA SASARAN STRATEGIS

Rincian capaian target kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
Perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2017 adalah sebagai beriku

Tabel 3.4
Rincian Capaian Target Kinerja Sasaran Stratedispektorat Daerah Tahun 2017

PERSPEKTIF TAHUN 2016
SASARAN STRATEGIS STATUS
INDIKATOR KINERJA TARGET| REALISASI| CAPAIAN

A. Perspektif Pengguna Layanan&‘takeho/der$ 85,81%

A.1. | Meningkatnya mutu akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan 89,5%
pemerintahan daerah

A.1.1 |Indeks ratarata akuntabilitas
penyelenggaraan urusan, % 3 3 100%
pemerintahan daerah

A.1.2. |Indeks ratarata akuntabilitas

0,
kinerja SKPD skor 3 ¥ 1%
A.1.3. |Rasio ‘temuan BRK_yang telah % 82,5 86,9 105%
selesai ditindaklanjuti
A.1.4. |Rasio temuan APIP yang telah % 75 40,13 53%

selesai ditindaklanjuti

A.2. | Meningkatnya mutu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah| 100%
Kota Bontang

A.2.1. |Indeks opini BPK atas LKPD Kor 4 (WTP) 4 (WTP) 100%

A.3. | Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di 50%
lingkungan pemerintah Kota Bontang

A.3.1. |Indeks RB Kota Bontang Kor B B 100%

A.3.2. |Jumlah Perangkat  Daerah
pelayanan publik yang telah
berpredikat VAl menuju
WBK/WBBM

PD 1 0 0

A.4. | Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korups| 55,38%
Kota Bontang

A.4.1. |[Rasio capaian AD PPK Kota
Bontang dengan kategori % 100 55,38 55,38%
OMemuaskano

A.5. | Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pengaduan masyaraki 100%
dan aparatur yang terbuka dan responsif

A.5.1. Persentase kasus pengadua
masyarakat dan aparatur yang % 100 100 100%
telah selesai ditindaklanjuti
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PERSPEKTIF TAHUN 2016
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET| REALISASI| CAPAIAN
120%

STATUS

A.6. Menlngkatnya kualitas penerapan SPIP Kota Bontang
A.6.1. | Tingkat maturitas SPIP Kota Level 3 ‘ 3717 120%
Bontang
B. Proses Internal {nternal Business Process 98,61%
B.1. | Meningkatnya mutu kapabilitas APIP Kota Bontang 98,61%
B.1.1 | Tingkat kapabilitas APIP Kota Level 3 5 67% .
Bontang
B.12 | Indeks kepuasan auditi atas
kinerja pengawasan Inspektorat| Indeks 3 3,33 11% .
Daerah
B.1.3 | Ketepatan perencanaan
terhadap ~ waktu  proses 20 725 103.57% ‘
pelaksanaan dan pelaporan
pengawasan
B.1.4 N|Ia_| rata-rata  keberhasilan % > 84 94,83 112.89% ‘
kegiatan Inspektorat Deerah
C. Pembelajaran dan Pertumbuhan Learning and Growth) 100%
C.1. | Meningkatnya kapasitas SDM yang profesional 100%
C.1.1 | Tingkat efektifitas penerapan
manajemen SDM Inspektorat
Daerah Skor Baik Baik 100% .
(Indeks Profesionalitas ASN
Inspektorat Daerah)
C.2. | Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan -
C.2.1 | Tingkat kematangan Belum
manajemen risiko Inspektorat| Level 3 - - dapat
Daerah diukur
C.3. | Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas 100%
sarana pasarana dalam tata kelola organisasi
C.3.1 | Jumlah proses bisnis yang telat o o ) ‘
berbasis TIK Tahap 40% 40%
C.3.2  Jumlah utilitas aset kondisi baik % 100 100 100% .
D. Keuangan (Financiaj 107,03%
D.1 | Meningkatnya pengelolaan anggaran yang efekif 107,03%
D.1.1 | Jumlah kegiatan utama
pengawasan intern yang telah % 100 100 100% ‘
menerapkan anggaran
responsif gender (ARG)
D.2.1 | Persentase kinerja pelaksanaal % 80 91,25 114,08% ‘

anggaran Inspektorat Daerah
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Berdasarkan analisa capaian indikatokinerja masingmasing perspektif sasaran strategis
tersebut, diperoleh Nilai kinerja organisasi (NKO) Inspektorat Daerah tahun 2018
sebesa94,61% kategori Sangat Tinggidengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Inspekbrat Daerah Tahun 2017

NILAI
PERSPEKTIF o
1
1. | Pengguna Layanan Stakeholders 85,81 40 34,32
2. | Proses Internal (nternal Business Process 98,61 30 29,58
3. Pembelajaran danPertumbuhan (Learning 100 20
and Growth) 20
4, Keuangan (Financia) 107,03 10 10,7
Bobot 100 94,61

Berdasarkan hasil evaluasi bahwa nilai rataata capaian akuntabilitas kineja sasaran
strategis tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Nilai Akuntabilitas Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2@-2018

KENAIKAN/
. URAIAN 2017 2018 PENURUNAN
T R T R R BRI E T

2 3 4 5=(3-4)/4%
1 | Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 99,8 94,61 (6,8)
2 Predikat Sangat Tinggi Sangat Tinggi

3.4.1. SASARAN STRATEGI S PERSPEKTIF STAKEHOLDERS

Sasaran strategis perspektif pengguna layananst@keholdery terdiri dari 6 (enam)
sasaran strategis dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Akuntabilitas Kinerja MasingMasing Sasaran Strategis PerspekBtakeholders

m INDIKATOR KINERJA CAPAIAN

A.1l. | Meningkatnya mutu akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan 89,5
pemerintahan daerah

A.2. | Meningkatnya mutu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kta Bontang 100
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m INDIKATOR KINERJA CAPAIAN

A.3. | Meningkatnya efektivitas pelaksanaa reformasi birokrasi di lingkungan 50
pemerintah Kota Bontang

A.4. | Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi Kotz 55,38

Bontang

A.5. | Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pengaduan masyarakat da 100
aparatur yang terbuka dan resporsif

A.6. | Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Kota Bontang 120
Nilai Perspektif Stakeholders 85,81

Penjelasan evaluasi capaian masiAgasing sasaran strategis berperspektitakeholders
adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS A.1.

Meningkatnya mutu akuntabilitas kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah

Target indikator kinerja sasarantersebut dicapai melalui Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDHyang operasionalisasinya
didukung kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkalan Optimalisasi

Peningkatan Kepauhan Pada Peraturan PerundangJndangan.

Pencapaian sasaran strateghs.1 diukur dari 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis A.1

INDIKATOR KINERJA TAHUN e STATUS
TARGET REALI&SI CAPAIAN

Indeks ratarata akuntab|lltas
penyelenggaraan urusan, % 3 3 100%
pemerintahan daerah

A.1.2. |Indeks ratarata akuntabilitas o
kinerja SKPD Skor 3 3) 100%
A.1.3. |Rasio _te_nfluan BF?K.yang telah % 825 86,27 105%
selesai ditindaklanjuti
A.1.4. Rasio .te_rr_luan AP.IP. yang telah % 75 4013 530
selesai ditindaklanjuti
Nilai Sasaran Strategis 89,5%

Penjelasan capaian masingiasing indikator kinerja sasaran strategid.1. tersebutadalah
sebagai berikut:



A1l

Indeks Rata - Rata  Akuntab ilitas  Penyelenggaraan  Urusan
Pemerintahan Daerah

Indikator  kinerja  tersebut termasuk
. L pengembangan indikator kinerja
B ORI SR LIEEES R‘T’lta sebelumnya dalam Renstra Inspektorat
RaiaAkuntabilitas Daerah  tahun  20112016. Formula
Penyelenggaraan ——— perhitungannya adalah hasil evaluasi atas
_Pemerlntahan Pacral laporan hasil pengawasan [HP) melalui
dlpergunakan mengukur pembobotan nilai dari aspek pengawasan
T ET keberhasnan_ Perangkat Daerah yang dilakukan.
Insp_ektorat el S‘?baga' Komponen yang dinilai terdiri dari
qualllj/assurance(penjamln manajemen kepegawaian pengelolaan
m“t!J) u_ntuk meningkatkan keuangan daerah, pemgelolaan barang milik
Kinerja pepyelenggaraan daerah sertapelaksanaantugas pokok dan
urusan pemerintahan daerah fungsi serta agek pelaksanaan urusan
il B pemerintahan daerah yang menadi

kewenangan Perangkat Daerah.

Hasil evaluasiatas laporan hasil pengawasan 29Perangkat Daerah diketahui
bahwa indeks ratarata akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah Kota Bontang Tahun 2018 mencapai skor 3 kategori B(Baik) atau
mencapai target sebesar 100%. Capaian indeks tersebut berarti
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang oleh Perangkat
Daerah terkait sebagian telah dilaksanakan sesuai rget kinerja yang
diperjanjikan.

Tabel 3.11
Kenaikan Realisasi Indikator Kinerja A.1.1 Tahun 2032018

| REALISASI |  KENAIKAN/
m INDIKATOR KINERIA 2017 2018 PENURUNAN

4 5=( -3)/4
1. Indeks ratarata akuntabilitas 2 3 133%
penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja A.1.1Tahun 2018 Terhadap TargetTahun Terakhir
Renstra Tahun 20162021

TARGET
INDIKATOR KINERJA Tiﬁéhlggfé AKHIR CAPAIAN
RENSTRA
1 2 3 4 5=(3/4)
1. Indeks ratarata  akuntabilitas 3 3 100%
penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah
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Hambatan/permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target indikator
kinerja adalah:

1.

Internal

a. Urusan pemerintahan daerah Kota Bontang yang menjadi obyek

pengawasanintern dalam Program Kerja Pengawasan TahunanRKPT)
Perubahan Kota Bontang TA. 2017sebanyak 21 urusan dari 31 urusan
atau 67,74%. Dengan demikian, indeks yang dihasilkan belum
mencakup penilaian akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintah
daerah Kota Bontang secara keseluruhan.
Hal ini disebabkan antara lain keterbatasan jumlah APIP dan waktu
pelaksanaan pengawasan intern bila dibandingkan jumlah obyek
pengawasan intern penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kota
Bontang.

b. Proses kendali mutu terhadap pelaksanaan pengawasan intern
Inspektorat Daerah belum seluruhnyamemadai.

Eksternal

a. Beberapa pelaksanaan kegiatan utamaPerangkat Daerah (core
businesk belum sepenuhnya memenuhi prinsip ekonomis, efektif dan
efesien.

b. Penganggaran pada Perangkat Daerah belum seluruhnya konsisten
dengan perencanaarkerja dan kinerja yang telah ditetapkan.

c. Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan beberapaPerangkat
Daerah belum sepenuhnya mentaati peraturan perundangundangan
pengelolaan keuangan daerah sehingga masih terdapatemuan
keuangan yang signifikan danmash adanya pengadaan barangserta
jasa yang belum sesuai ketentuan serta belum didukung bukti yang
lengkap dan sah.

d. Pengelolaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah masih belum
sepenuhnya dilaksanakan secara memadaiHal ini terlihat dari
pembukuan aset Perangkat Daerahbelum sepenuhnya dilaksanakan
secara tertib.

e. Sistem pengendalian akuntansi dan pelaporanPerangkat Daerah
belum dilaksanakan seluruhnya dengan baik. Hal ini terlihat masih
adanyarealisasi belanjayang belum sesuai dengan peruntukannya.

f.  Sruktur pengendalian intern masih lemah. Hal terlihat dari beberapa
Perangkat Daerahbelum memiliki sistem dan prosedur (SOP) yang
baku untuk kegiatan utama serta pengendalian secara berjenjang
belum optimal dilakukan.

Upaya pemecahan masalah yang adalahsebagai berikut:

1.

2.

3.

Memuktahirkan pengelolaan kegiatan pengawasan intern berbasis
manajemen risiko (r/sk based managemeal) secara berkala.

Melakukan penyusunan feamate berdasarkan gap competency dan
karakteristik masingmasing penugasan pengawasan intern.

Memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang aplikatif sehingga mudah
ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.

Mengoptimalkan peran Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan
Konsultasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (UP2LKPUPD
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A.1.2. Indeks Rat a- Rata Akuntabilitas Kinerja  Perangkat Daerah

Indikator kinerja ini untuk m engukur kinerja Inspektorat Daerah dalamrangka
meningkatkan implementasi SAKIP Perangkat Daeralinspektorat Daerah telah

melakukan evaluasi SAKIFPerangkat Daerah tahun 2018 sebawyak 29 obrik.

Hasil evaluasimenunjukkan nilai rata-rata evaluasi SAKIP SKPbanya sebesar
63,36 atau indeks ratarata akuntabilitas kinerja Perangkat Daerahmencapai
skor 3 (B). Dengan demikian, realisasi indek ratarata hanya mencapai 1006

dari target kinerja sebesar indeks.

Kenaikan nilai ratarata evaluasi @KIP Perangkat Daerah tahun 2018
dibandingkan dengan tahun 2017adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Kenaikan Realisasi Indikator Kinerja A.1.2 Tahun 207-2018

REALISASI KENAIKAN/
m INDIKATOR KINERJA 5017 BENURUNAN
3 4

1 2 5=(4 -3)/4

1. Nilai rata-rata evaluasi SAKIP 55,25 63,36 14,67%
Perangkat Daerah

2. Indeks ratarata akuntabilitas kinerja | 2,5 (CC) 3(B) 20%
Perangkat Daerah

Tabel 3.12
Capaian Indikator Kinerja A.1.2 Tahun 2018 Terhadap Target Tahun Terakhir
Renstra Tahun 20162021

TARGET
INDIKATOR KINERJA BSOS | AKHIR | CAPAIAN
RENSTRA
1 2 3 4 5=(34)
Indeks ratarata akuntabilitas 3(B) 3(B) 100%
kinerja Perangkat Daerah

Beberapa kendala dan pe rmasalahan dalam implementasi SAKIPPerangkat
Daerah antara lain adalah:

1. Internal a. Metode

1) Perubahan keijakan penilaian evaluasi SAKIF
menyesuailan perkembangan penerapan SAKIP dar
evaluator memiliki personal adjustment yang
berbeda-beda dalam melakukan ealuasi.

2) Kegiatan evaluasi dan pemantauan penyelesaial
rekomendasi hasil evaluasi SAKIPerangkat Daerah
(PD) belum dilakukan.

2. Eksternal a. Personalia
1) Bebeapa pejabat Perangkat Daerah yang
melaksarakan fungsi perencanaan program belum
sepenumya memahami penerapan SAKIP.
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2) Perubahan SOTK PD Kota Bontang yang
berdampak pada sulitnya pertanggungjawaban
SAKIP Perangkat Daerah yang lama.

b. Metode

1) Perencanaan kinerja

Beberapa PD belum memilki perencanaan kinerja

yang memadai, permasalahan yang dominan

adalah penetgan indikator kiner ja yang memenuhi
kriteria yang Baik (SMART).
2) Pengukuran kinerja

a) Sebagian besarPD belum memiliki pedoman
pengumpulan data kinerja serta pengumpulan
data dan pengukuran kinerja.

b) Beberapa PD belum menyusun rencana aks
untuk melaksanaan pejanjian kinerja.

c) Beberapa PD belum menyusun indikator
kinerja individu (IKI) dan perjanjian kinerja
individu .

3) Pelaporan kinerja

LKIPPD belum disajikan informatif dan baik sesuai

ketentuan. LKIPPD belum sepenuhnya memberikan

data dan informasi pencapaan sasaran kinerja yang
riil secara memadai

4) Evaluasi kinerja
Beberapa PD belum menindaklanjuti hasil evaluasi
SAKIPPD tahun sebelumnya.

c. Sarana
Implementas SAKIP belum menggunakan aplikas
berbasiswebsite

Upaya pemecahan masalah antara lain:

1. Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Setdaalam penerapan SAKIP
Perangkat Daerahmenggunakan aplikasi secara daringdn/ine).

2. Melakukan pemantauan atas penyelesaian rekomendasi LHE SAKIP
Perangkat Daerahsecara berkala.

3. Hasil evaluasi SAKIP menjadi salah sa@spek penilaian dalam pemeriksaan
reguler.

A.1.3. Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti

Indikator kinerja tersebut merupakan pengembangan Indikator Kinerja Kunci
(IKK) penyelengaraan pemerintahan daerah pada sub aspek Efektivitas
Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan APBD

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2018BPK RI telah menerbitkan24 LHP
pada Pemerintah Kota Bontang Jumlah temuan sebanyak 342 temuan yang
terdiri dari 771 rekomendasi senilai R@E3.397.193.324,49. Hasil rapat
pemuktahiran data penyelesaian TLRHP BPksemester || Tahun 2018tanggal
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7 Desember 2018 diketahui

Pemerintah Kota Bontang

telah selesai

menindaklanjuti 670 rekomendasi(87%) dengan nilai temuan keuangandaerah
sebesarRp68.481.346.292,10 (82,120).

Diagram 3.1
Perkembangan Capain Penyelesaian TLRHP BPK RI Tahun 2032018
120
%
100
80
60
40
20
0
SMT 12017 | SMT 112016 SMT 12017 | SMT Il 2017
H  TIDAK DAPAT
DITINDAKLANJUTI (T1 0.28 0.28 0,26 0.65
i BELUM DITINDAKLANJU
(BT) 0 0 0 0
® BELUM SESUAI (T 21,36 13,45 15,84 12,45
H TELAH SELESAI ( 78,36 86,27 83,9 86,9

Berdasarkan diagram di

atas, diketahui

bahwa perkembangan capaian

penyelesaian TLRHP BPK tahun 2012018 meningkat setiap tahunnya. Hd ini

menunjukkan

besarnya komitmen

pemerintah Kota Bontang

meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.

1

Tabel 3.13
Kenaikan Realisasi ldikator Kinerja A.1.3 Tahun 2017-2018

REALISASI KENAIKAN/
m INDIKATOR KINERJA 2017 2018 PENURUNAN

2

3

4

untuk

5=(4 -3/3

1.

Rasio temuan BPK yang telah selesz

ditindaklanjuti

86,27%

86,9%

10,04%

Tabel 3.14
Capaian Indikator Kinerja A.1.3Tahun 2018 Terhadap Target Tahun Terakhir
Renstra Tahun 20162021

TARGET
INDIKATOR KINERJA T :I-IIEGII\]EG% AKHIR CAPAIAN
RENSTRA
2 5=(3/4)
1. Rasio temuan BPK vyang telah 86,9% 90% 96,56%

selesai ditindaklanjuti
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A.1.3.

Hambatan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut adalah gbagai berikut:

a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelesaian rekuoendasi hasil
pemeriksaan BPK RI belum berjalan secara optimal.

b. Sistemtata kelola kearsipan Perangkat Daerah mash belum sepenuhnya
dilaksanakan secara tertib dan memadai, sehingga menyulitkan dalam
penelusuran dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikarmrekomendasi.

c. Beberapa temuan hasil pemeriksaan BPK Rielah menjadi kasushukum
yang ditangani oleh aparat penegak hukum (APH), sehinggapenyelesaian
rekomendasi temuan tersebut menunggu penyelesaian proses hukuma.

d. Beberapa penyelesaian rekomendasi hadi pemeriksaan yang bersifat
finansial masih diselesaikarsecara bertahap.

Upaya pemecahan masalah adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan pemantauan dan monitoring penyelesaian rekomendasi
hasil pemeriksaan BPK R$ecara berkaladengan Perangkat Daerah terhit.

b. Meningkatkan peran Majelis TPTGR untuk mempercepat penyelesaian
rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang bersifat finansial.

Rasio Temuan APIP yang Telah Selesai Ditindaklanjuti

Indikator kinerja ini untuk mengukur kinerja pemanfaatan hasil pengawasan
Inspektorat Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah
terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota Bontang

Tabel 3.15
Perkembangan PenyelesaialLRHP Reguler/Berkala Tahun 2011 s.d. 2016

TAHUN STATUS REKOMENDASI

PEVERIKSAAN | gl OMENDAS]
1 2011 252 102 21 129 0
2 2012 43 35 3 5 0
3 2013 208 18 11 179 0
4. 2014 273 195 15 63 0
5 2015 355 163 9 183 0
6 2016 255 40 5 210 0
7 2017 27 5 2 20 0
TOTAL 1.413 567 67 801 0
40,13% | 4,74% | 55,69% 0

Ket: TS = Telah Sesuai TB= Tindak Lanjut Belum Sesuai

BT = Belum Ditindaklanjuti dan Dalam Proses TT = Tidak Dapat Ditindaklanjuti

Target indikator Kkinerja ORasio temuan
yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan Inspektorat Dagah tahun

2017 adalah sebesar 7%. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja tersebut
belum mencapai target yang diperjanjikan atau hanya tercapab3%.
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Tabel 3.16
Kenaikan Realisasi Indikator Kinerja A.1.4ahun 2017-2018

REALISASI KENAIKAN/
m INDIKATOR KINERJA 2017 2018 PENURUNAN
3 4

oz 2 3 4 | 5=(4-3/3

1. Rasio temuan APIP yang telah 39,90% | 40,13% 0,53%
selesai ditindaklanjuti

Tabel 3.17
Capaian Indkator Kinerja A.1.4 Tahun 2018 Terhadap TargetTahun Terakhir
Renstra Tahun 20162021

TARGET
INDIKATOR KINERJA T EES:\]I?:E AKHIR CAPAIAN

RENSTRA
1 2 3 4 5=(3/4)
1. Rasio temuan APIP yang telah 40,13% 100% 40,13%

selesai ditindaklanjuti

Kendala dan permasalaharyang dihadapi adalah sebagai berikut

a. Penyelesaian keberapa laporan hasil pemeriksaar(LHP) masih belum tepat
waktu.

b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelesaian rekoméasi LHP
PKPT Kota Bontang belum berjalan optimal.

c. Beberapa rekomendasi yang bersifat finansial masih diselesaikan secara
bertahap oleh Obrik yang bersangkutan.

d. Masih adanya pemahaman yang berbeda terhadap penyelesaian
rekomendasihasil pemeriksaaninspektorat oleh Obrik yang bersangkutan.

e. Sstem tata kelola kearsipan Perangkat Daerah masih belum sepenukia
dilaksanakan secara tertib dan memadai, sehingga menyulitkan dalam
penelusuran dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan rekomendasi.

Upaya pemecahan masalalantara lain:

a. Meningkatkan koordinasi dan pemantauan penyelesaian rekomendasi hasil
pemeriksaan Inspektorat pada Obrik terkait secara lebih intensif.

b. Menyusun rencana aksi &ction plan) penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) antara tim pemeriksa dengan
Obrik yang bersangkutan sehingga diperoleh kesepakatan bersama untuk
menyelesaikan rekomendasi LHP dimaksud.
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SASARAN STRATEGIS A.2.

Meningkatnya mutu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Bontang

Indikator kinerja sasaran ini untuk mengukur kinerja Inspektorat Daerah meningkatkan
kualitas pengelolaan keuangan daerah Kota Bontang berbasis akrual

Target sasaran strategis tersebut dicapai melalui Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDHyang operasionalisasinya
didukung kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Pencapaian sasaran strategis A.2 diukur 1 (satu) indikat@&nerja sebagai berikut:

Tabel 3.18
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis A.2

INDIKATOR KINERJA A 2018 STATUS
TARGET| REALISASI| CAPAIAN

Indeks opini BPK atas LKPD Indeks | 4 (WTP) 4 (WTP) 100% ‘

Nilai Sasaran Strategis 100%

Formula perhitungan capaian sasaran adalah opini laporan keuangan pemerintah
daerah (LKPD) Kota Bontang pada periode tahun sebelumnya. Sesuaahil pemeriksaan
keuangan BPK R, LKPD Kota Bontang tahun 2017 mendapatkan opini Wajar Tanpa
Pengecualian WTP) atau mencapai target sebesar indeks.4

Tabel 3.18
Kenaikan/Penurunan Realisadndikator Kinerja A.2 Tahun 2017-2018

REALISASI KENAIKAN/

NO. INDIKATOR KINERJA

2017 2018 PENURUNAN
1 | 2 3 | 4 | 5= -3/3
1. Indeks opini BPK atas LKPD ‘ 4 (WTP) | 4(WTP) ‘ -
Tabel 3.19

Capaian hdikator Kinerja A.2 Tahun 2018 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra
Tahun 20162021

REALISASI TARGET AKHIR

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 RENSTRA CAPAIAN
1 2 3 4 5=(3/4)
1. Indeks opini BPK atas LKPD 4 (WTP) 4 (WTP) 100%
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Tabel 3.20
Perbandingan Realisadndikator Kinerja A.2 Tahun 2018 Terhadap Target Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

REALISASI TARGET TARGET
INDIKATOR KINERJA KOTA PEMERINTAH NASIONAL
BONTANG PROVINSI KALTIM
1 2 3 4 5
1. Indeks opini BPK atas LKPD 4 (WTP) WTP WTP

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiasasaransebagai berikut:

1. Kegiatan pendampingan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan terinci BPK RI
atas LKPD Kota Bontang berjalan efektifHal ini menunjuk kan Inspektorat Daerah
telah mampu menjadi counterpart (mitra) BPK RI untuk meningkatkan kualitas
LKPD Kota Bontang.

2. Kegiatan monitoring pencatatan kas, persediaan dan aset Perangkat Daerabieh
Inspektorat Daerah berjalan efektif untuk menjamin informasi yang disajikan dalam
LKPD Kota Bontang telah diungkapkan secara wajar sesuai standar akuntansi
pemerintah.

3. Kegiatan asistensi dan rekonsiliagpendapatan dan belanja Perangkat Daeraltelah
dilakukan oleh Badan Pengelolaan KeuangarDaerah (BPKD secara berlala.

4. Kegiatan rekonsiliasi pencatatan aset dan persediaan Perangkat Daeraielah
dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKDecara berkala

5. Perangkat Daerah yang menjadi obyek pemeriksaan LKPD Kota Bontangerperan
aktif menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaanBPK RI

Walaupun demikian, masih terdapat beberapahambatan/permasalahanyang signifikan

dihadapi dalam pencapaiansasararntersebut sebagai berikut

1. Sstem pengelolaan keuangan daerah belum seluruhnyainteroperabilitas antara
pendapatan, belanja dan aset.

2. Pejabat pengelola keuangan Perangkat Daerah belum seluruhnya memahami
penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual karena memiliki latar
belakang pendidikan yang berbedabeda.

3. Pelaksanaan pngadaan barang dan jasaPerangkat Daerah belum sepenuhnya
mempedomani ketentuan yang berlaku, baik yang bersumber dari APBD Kota
Bontang maupun diluar Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Bontang.

4. Pengelolaan pendapatan daerah belunsepenuhnya dilakukan secaraptimal.

5. Pengelolaan barangmilik daerah belum sepenuhnya dilakukan secaratertib.

6. Pengelolaan hutang belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai

Upaya pemecahan masalalantara lain:

1. Berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah(BKPD untuk
menyempurnakan aplikasi sistempengelolaan keuangan daerah serta pemberian
pendidikan dan pelatihan tentang standar akuntansi pemerintah bagi pejabat
pengelola keuangan SKPD

2. Memprioritaskan kegiatan pengawasanintern terhadap Perangkat Daerahyang
memiliki anggaran yang besar dan beesiko tinggi terjadinya penyimpangan
pengelolaan keuangan.
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SASARAN STRATEGIS A.3.

Meningkatnya efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan
pemerintah Kota Bontang

Target indikator kinerja sasarantersebut dicapai melalui Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDHyang operasionalisasinya
didukung kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Pencapaian sasaran strategis A.8iukur melalui 2 (dua) indikator kinerja sebagai
berikut:

Tabel 3.21
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.

INDIKATOR KINERJA TAHUN oee
TARGET | REALISASI CAPAIAN

Indeks RB Kota Bontang 100%
A.3.2. |Jumlah Perangkat = Daerahj PD 1 0 0%
pelayanan publik yang telah
berpredikat VA menuju
WBK/WBBM
Nilai Sasaran Strategis 50%

Penjelasan capaian masingnasing indkator kinerja sasaran strategis A.3. tersebut
adalah sebagai berikut:

A.3.1. Indeks RB Kota Bontang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya untuk melakukan penataan
sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efesien, sehingga
dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Formula perhitungan indikator kinerja sasaran adalahhasil evaluasi penilaian
mandiri reformasi pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) online
Kementerian PANRBsebanyak 3 (tiga) tahapan untuk peiode tahun berjalan.
PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi
birokrasi yang dilakukan secara mandiri gelf assessemepitoleh pemerintah
daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan hasilPMPRB online tahap ketiga atau dalam proses pemaian
Kementerian PANRB diketahui indeks RB Kota Bontang &hap ketiga tahun
penilaian 2018 memperoleh skor berkategori Baik (B) atau telah mencapai
target kinerja yang diperjanjikan.
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Tabel 3.22
Capaian Indkator Kinerja A.3.1 Tahun 2018 Terhadap Tamget Tahun Terakhir
Renstra Tahun 20162021

REALISASI TARGET AKHIR

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 RENSTRA CAPAIAN
1 2 3 4 5=(3/4)
1. Indeks RB Kota Bontang B B 100%
Tabel 3.23

Capaian Indikator Kinerja A.3.1 Tahun 2018 Terhadap Target Tahun Teralkir
Renstra Tahun 20162021

REALISAS| KENAIKAN/
INDIKATOR KINERJA
u_ 2017 2018 AR

5=(4 -3)/3

1. Indeks RB Kota Bontang B B

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi kikator Kinerja A.3.1 Tahun 2018 Terhadap Target
Pemerintah Proving Kalimantan Timur dan Nasional

REALISASI TARGET TARGET
INDIKATOR KINERJA KOTA PEMERINTAH NASIONAL
BONTANG PROVINSI KALTIM
1 2 3 4 5
1. Indeks RB Kota Bontang B - B

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiansasaranantara

lain:

1. Komitmen Walikota Bontang melaksanakan reformasi birokrasi sebagai
upaya mewujudkan smart governancepada pemerintah Kota Bontang.

2. Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan kebijakan penanganan
gratifikasi, penanganan pengaduan masyarakat danwishtle blowing
system

3. Kegiatan pemantauan atas implementasi reformasi birokrasi telah
dilaksanakansecara berkala.

Walaupun target kinerja telah tercapai, namun demikian sebanyak 5 area

perubahan RB dari 8 area perubahan RBahun 2017 atau 62,5% mengalami

penurunan bila dibandingkan tahun 2016. Kendala atau permasalahanyang

dihadapi antara lain adalah:

1. Pemerintah Kota Bontang belum menetapkan role model atau agent of
change secara formal.

2. Pemerintah Kota Bontang belum mengimplementasikan kebijakan
penanganan gratifikag penanganan pengaduan masyarakat danwishtle
blowing system.
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A.3.2.

Evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untudaptif
terhadap perubahan lingkungan strategielum dilaksanakan.
Pengembangan egovernment di lingkungan internal dalam rangka
mendukung proses birokrasidan meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakatbelum dilaksanakan secara optimal.

Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas pada posisi jabatan
pimpinan tinggi pratama.

Sstem sanksi/reward bagi pelaksana layanan s&a pemberian kompensasi
kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standdselum ada.

Upaya pemecahan masalahadalah menyusun dan melaksanakan rencana aksi
8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yangnemuat antara lain:

1.

2.

Melakukan implementasi kebijakan penanganan gratifikasi, penanganan

pengaduan masyarakat danwishtle blowing system secara berkala.

Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasidan Bagian Hukum

Sekretariat Daerahuntuk:

a. Menetapkan role model atau agent of change secara famal.

b. Melakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi
untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis

c. Mengembangkan sstem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta
pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak
sesuai standar

Melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

untuk pengembangan egovernment di lingkungan internal dalam rangka

mendukung proses birokrasidan meningkatkan kualitaspelayanan kepada

masyarakatbelum dilaksanakan gcara optimal.

Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan

Pelatihan terkait penerapan promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi

secara bertahap.

Jumlah Perangkat Daerah pelayanan publik yang telah berpredikat

Z|

rangka meningkatkan kualitas

menuju WBK/WBBM

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut
mempunyai arti penting karena akan
meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah
Kota Bontang dan meningkatkan
kepercayaan masyarakat Kota Bontang
bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah
Kota Bontang telah mengalami transformasi
ke arah yang lebih baik, telah berorientasi
pada pelayanan publik yang cerdas dan
praktik KKN dapat dieliminasi sedikit
mungkin.

Indikator kinerja sasaran ini
untuk mengukur kinerja
Inspektorat Daerah dalam

rangka mendorong
penerapan sistem integritas
Perangkat Daerah dalam

pelayanan publik

Sesuai Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor228 Tahun 2017 tentang
Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi d Lingkungan Pemerintah Kota
Bontang Tahun 2017 § 2021, Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan 2
(dua) Perangkat Daerah yang akan dicanangkan menjadi Zona Integritas (ZI)
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Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wlayah Birokrasi bersih dan
Melayani (W BBM), yakni:

1. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)
2. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP (DPMTKPTSP)

Hasil penilaian kembali ZI menuju WBK/WBBM terhadap 6 (enam) Perangkat
Daerah pelayanan publik langsung kepada masyarakat termasuk B¥ dan
DPMTKPTSP diketahui bahwa keenam Perangkat Daerah tersebut belum ada
yang mencapai nilai minimal 75 sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan
ditetapkan menjadi ZI menuju WBK/WBBM atau capaian 0%.

Hasil penilaian ke-2 Perangkat Daerah yang dicanagkan menjadi ZI menuju

WBK/WBBM adalah sebagai berikut:

1. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPPJnencapai nilai
43,70.

2. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP (DPMTKPTSRg¢ncapai
nilai 69,72.

Tabel 3.25
Capaian Indikator Kinerja A.3.2 Tahun 2018 Terhadap Target Tahun Terakhir
Renstra Tahun 20162021

REALISASI TARGET AKHIR

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 RENSTRA CAPAIAN
1 2 3 4 5=(34)
1. Jumlah Perangkat Daerah 0 2PD 0%

pelayanan publik yang
telah berpredikat  ZI
menuju WBK/WBBM

Tabel 3.26
Capaian Indikator Kinerja A.3.2 Tahun 2018 Terhadap Target Tahun Terakhir
Renstra Tahun 20162021

REALISASI TARGET AKHIR

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 RENSTRA CAPAIAN
1 2 3 4 5=(34)
1. Jumlah Perangkat Daerah 0 2PD 0

pelayanan publik yang
telah berpredikat  ZI
menuju WBK/WBBM
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Tabel 3.27
Capaian Indikator Kinerja A.3.2 Tahun 2018 Terhadap Target Tahun Terakhir
Renstra Tahun 20162021

REALISASI KENAIKAN/
INDIKATOR KINERJA PENURUNAN
2017 2018

5=(4 -3)/3

1. Jumlah Perangkat Daerah 0 0 -
pelayanan publik yang
telah berpredikat  ZI
menuju WBK/WBBM

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi ldikator Kinerja A.3.2 Tahun 2018 Terhadap Target
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur danNasional

REALISASI TARGET

INDIKATOR KINERJA KOTA PEMERINTAH TARGET

NASIONAL

BONTANG PROVINSI KALTIM

1 Jumlah Perangkat 0 Ada Ada
Daerah pelayanan
publik yang telah
berpredikat ZI menuju
WBK/WBBM

Kendala atau permasalaharyang dihadapi adalah rencana kerja pembangunan
Z1 menuju WBK/WBBM oleh Perangkat Daerah terkait belum ditindaklanjuti
dengan perincian antara lain

1. Kepala Perangkat Daerahterkait belum menetapkan agen perubahan dan
menjadi role model pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

2. Kepala Perangkat Daerah terkait belum melakkan analisa kebutuhan
diklat (training need analysi¥ untuk pengembangan kompetensi pegawai
yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.

3. Kepala Perangkat Daerah belum menerapkan Kkebijakan terkait
pengendalian gratifikasi, penanganan pengaduarmasyarakat, dan wishtle
blowing systemserta penanganan benturan kepentingan.

4. Standar pelayanan publik belum sepenuhnya diterapkan Perangkat Daerah
terkait.

5. Rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dampemeriksa eksternal belum
seluruhnya ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait.

Upaya pemecahan masalah adalah melakukan pemantauan dan evaluasi

terhadap pelaksanaan rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
oleh Perangkat Daerahterkait secara berkala
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SASARAN STRATEGIS A.4

Meningkatnya efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi Kota Bontang

Pencapaian sasaranmtegis A.4 diukur 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.29
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis A.

INDIKATOR KINERJA TAHUN 058 STATUS
TARGET | REALISASI| CAPAIAN

Rasio capaian AD PPK Kota
A4.1. Bontang dengan  kate@ri = % 100 55,38 100% .
OMemuaskanbo

Nilai Sasaran Strategis 55,38%

Dalam rangka penguatandan mendukung aksi pencegahan dan pencegahan korupsi
Kota Bontang, telah diterbitkan pula Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 313
Tahun 2017 tentang RencanaAksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun
2017 berfokus pada 6 (enam) permasalahan. Hasil verifikasi dari KPK menunjukkan
capaian RADPPK terintegrasi Kota Bontang ratarata 55,38% dengan perincian:
Perencanaan dan penganggaran daerah tercap&il%.

Pengadaan barang dan jasa tercapai 36,25%.

Pelayanan terpadu satu pintu tercapai 80,50%.

Kapabilitas APIP tercapai 48,70%

Manajemen ASN tercapai 53,08%

Optimalisasi pendapatan daerah tercapai 43%.

Manajemen aset daerah tercapai 80%.

NoOoA~WNE

Tabel 3.30
Capadan Indikator Kinerja A.4Tahun 2018 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra
Tahun 20162021

REALISASI TARGET AKHIR

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 RENSTRA CAPAIAN
1 2 3 5=(3/4)
1. Rasio capaian AD PPK Kota Bontang 55,38% 100% 55,38%
dengan kategor.i
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Tabel 3.31
Capaian Indikator Kinerja A.3.2 Tahun 2018 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra
Tahun 20162021

REALISASI KENAIKAN/
INDIKATOR KINERJA PENURUNAN
2017 2018

5=(4 -3)/3

1. | Rasio capaian AD PPK Kota Boring 100 55,38 -44,62%
dengan kategori

Kendala atau permasalaharyang signifikan dihadapi untuk melaksanakanRencana Aksi
Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2@l adalah perubahan unsur
unsur rencana aksi secara total tidak berkelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya,
sehingga Pemerintah Kota Bontang harus menyusun ulang rencana aksi yang telah ada.
Beberapa permasalahan utamaantara lain:

1. Sistem perencanaan dan penganggaran daerah Kota Bontang belum terintegrasi

2. Pengadaan barangdan jasa belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko

3. Kapabilitas APIP masih berada pada level 2

4. Manajemen ASN terkait impelementasi penegakan integritas masih rendah

5. Kegiatan optimalisasi pendapatan daerah belum diadministrasikan secara tertib

Upaya pemecahan masalahadalah:

1. Mengembangkan sistemMantra (manajemen terintegrasi) untuk perencanaan dan
penganggaran daerah.

2. Berkoordinasi denhan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melakukan analisis
risiko dan meningkatkan maturitas organisasi ULP.

3. Meningkatkan realisasiroad map reformasi birokrasi Kota Bontang

SASARAN STRATEGIS A.5

Meningkatnya efektivitas penanganan kasus pengaduan masyarakat dan aparatu
yang terbuka dan responsif

Target indikator kinerja sasaran tersebut merupakan kegiatan Penanganan Kasus
Pengaduan Masyarakat Kota Bontangyang diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja,

Tabd 3.32
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis B.

TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA :

REALISASI| CAPAIAN

Persentase kasus pengadua
A.5.1. \masyarakat dan aparatur yang % 100 100 100%
telah selesai ditindaklanjuti

Nilai Sasara Strategis 100%
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Sebagai upaya meningkatkan kepercayaaan
_ o - masyarakat atas pelayanan publik, Walikota
Indikator kinerja sasaran ini - gontang telah menetapkan Peraturan Walikota
untuk mengukur kinérja  gontang Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Inspektorat Daerah mendorong  pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat.
peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pengawasan pedoman tersebut menetapkan hspektorat
kepemerintahan Kota Bontang  paerah  berkewenangan untuk  melakukan
dan meningkatkan disiplin - pejayanan penanganan pengaduan masyarakat
aparatur - yang bersifat pengawasantermasuk pelanggaran
disiplin aparatur

Selama tahun 2018 Inspektorat Daerah telah menyelesaikan pemeriksaan khusus
sebanyakb laporan, dengan perincian sebagai berikut

Tabel 3.33
Rekapitulasi Pemeriksaan Kusus Tahun 2018

1 Kasus pelanggaran disiplin 1 Penjatuhan hukuman disiplin
pegawai

2 Pengelolaan pembiayaan 1 Perbaikan  sistem pengendalian intern
daerah pengelolaan pembiayaan daerah

3 Pelaksanaan  pengadaar 3 Tidak terbukti

barang dan jasa

Tabel 3.34
Kenaikan/Penurunan Realisasi Indétor Kinerja A.5 Tahun 2017-2018

1 2 3 4 5=(4 -3)/3

1. Jumlah kasus pengaduan masyarakat dar 7 kasus | 5 kasus -28,57%
aparatur yang telah selesai ditindaklanjuti

Tabel 3.35
Capaian Indikator Kinerja A.5 Tahun 2018 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra
Tahun 20162021

1 2 3 4 5 = (3/4)

1. Jumlah kasus pengaduan masyaraka 100% 100% 100%
dan aparatur yang telah selesai
ditindaklanjuti
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Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiasasaramantara lain:

1. Dukungan yang kuat dai Walikota Bontang untuk mewujudkan transparansi
penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Bontang melalui media pengaduan
secaraon/ine yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan jalarzya roda
kepemerintahan Kota Bontang.

3. Meningkatnya efektifitas penyelesaian tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat
yang dilakukan Inspektorat Daerah.

Kendala atau permasalahanyang masih dihadapi sama dengan tahun sebelumnya

antara lain:

1. Perangkat Daerahbelum seluuhnya melakukan pembinaan kedisiplinan pegawai
secara efektif

2. Perangkat Daerahbelum seluruhnya melakukan pengendalian atas pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa secara efektif.

3. Pelayanan penanganan pengaduan masyarakatoleh Perangkat Daerah secara
berjenjang belum sepenuhnya diterapkan sesuai pedoman secara optimal.

Upaya pemecahan masalatantara lain:

1. Melakukan evaluasi penyelenggaraan penanganan pengaduan masyarakat secara
berkala setiap triwulan.

2. Meningkatkan pembinaan manajemen kepegawaian Perangkat Daerah melalui
kegiatan pemeriksaan komprehensifdan koordinasi dengan Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).

SASARAN STRATEGIS A.6.
Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Kota Bontang

Target indikator kinerja sasaran tersebut merupakan kegiatan Non Budgeting, yang
diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

Tabel 3.36
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8.

INDIKATOR KINERJA TAHUN o8 STATUS
TARGET| REALISASI CAPAIAN

Skor 3,717 120% ‘

Nilai Sasaran Stratgis 120%

ngkat maturitas SPIP Kota
Bontang

Indikator kinerja sasaran ini untuk mengukur kinerja Inspektorat Daerah untuk
meningkatkan mutu penerapan SPIP pada Pemerintah Kota Bontang
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Saat ini, BPKP masih melakukan penilaian maturitas SPIP untuk seluruh Inspektorat- se

Indonesia, sehingg pencapaian target kinerja masih menggunakan penilaian tahun
sebelumnya.

BerdasarkanLaporan Hasil PenilaianKembali Tingkat Maturitas PenyelenggaraarSstem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)pada Pemerintah Kota Bontang Tahun 2017
oleh BPKP Perwakan Provinsi Kaltim Nomor: LABINSPIR478/PW17/3/2017 tanggal
15 Desember 2017menyimpulkan nilai maturitas SPIPKota Bontang s e b e 8,Al70
atau berada padalevel terdefinisi.

Tabel 3.37
Kenaikan/Penurunan Realisadndikator Kinerja A.6 Tahun 2017-2018

REALISASI KENAIKAN/
m INDIKATOR KINERJA 2017 PENURUNAN
1 2

3 4 5= -3)/4
1. |Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang 3,717 3,717 28,39%
2. Level maturitas SPIP Kota Bontang Terdefinisi Terdefinisi -
Tabel 3.38

Capaian Indikator Kinerja A.6 Tahun 2018 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra
Tahun 20162021

REALISASI | TARGET AKHIR
u INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 RENSTRA CAPAIAN
1 2 3 4 5=(3/4)
L Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang 3,717 3 120%

Tabel 3.39
Perbandingan Realisadindikator Kinerja A.6 Tahun 2018 Terhadap Target Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

REALISASI TARGET

INDIKATOR KINERJA KOTA PEMERINTAH NL@T(?AIIE;L
BONTANG PROVINSI KALTIM
1 2 3 4 5
1. Tingkat maturitas SPIP Kota 3,717 -
Bontang

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiarsasaranadalah monitoring dan
evaluasi penyelenggaran SPIP Kota Bontang olelmspektorat Daerahberjalan efektif.

Beberapapermasalahan yang mempengaruhi penilaian sebagai berikut:

1. Kebijakan dan prosedur pengendalian kegiatan pokok unit organisasi Perangkat
Daerah belum seluruhnya ditetapkansesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

51

o



2. Kebijakan dan prosedur hanya dikomunikasikan pada sebagiankegiatan pokok
unit organisasiPerangkat Daerah

3. Kegiatan pokok unit organisasi Perangkat Daerah belum seluruhnya dilaksanakan
mempedomani kebijakan dan prosedur sertabelum mendokumentasikannya secara
konsisten

4. PBvaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendaliatelum
dilaksanakan atas semua kegiatan pokok urti organisasi Perangkat Daerahsecara
berkala, dan belum mendokumentaskannya dengan memadai

5. Pemantauan yang berkelanjutan telah dilakukan terintegrasi dalam pelaksanaan
kegiatan, namun belum didukung dengan dokumentasi yang memadai, dan
pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer

Upaya pemecahan masalatadalah:

1. BPKP menjadi quality assurancekegiatan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP
Perangkat Daerah

2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian kembali maturitas SPIP Kota Bontang
dengan melakukan evaluasi secara berkala atas efektifitas prosedur pengendalian
dan melakukan pengembangan berkelanjutan €ontinuous improvement) melalui
pemantauan kegiatan pengendalian yang terintegrasi dan otomatis, serta
mendokumentasikan evaluasi tersebutlengan baik.

3.4.2. SASARAN STRATEGIS PERSPEKTIF INTERNAL
BUSINESS PROCESS

Tabel 3.40
Capaian Akwntabilitas Kinerja Sasaran Strategis Perspekiifternal Business Process

m INDIKATOR KINERJA CAPAIAN

B.1. | Meningkatnya mutu kapabilitas APIP Kota Bontarg 92,64%

Nilai Perspektif /nternal Business Process 92,64%

SASARAN STRATEGIS B.1
Meningkatnya mutu kapabilitas APIP Kota Bontang

Target indikator kinerja sasaran tersebut dicapai melalui Program Penyebarluasan
Informasi Pembangunan Daerah yang operasionalisasinya didukung kegiatan
Pelaksamaan Pameran Pembangunan

Pencapaian sasaran strategis A.4 diukur @iga) indikator kinerja sebagai berikut:
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Tabel 3.41
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis B.1

INDIKATOR KINERJA A 2018 STATUS
TARGET | REALISASI CAPAIAN

Tlngkat kapabilitas APIP Kota
Bontang Level 3 2 67% .

B.1.2 | Indeks kepuasan auditi atas

kinerja pengawasan Inspektorat, Indeks 3 3,33 11% .
Daerah

B.1.3 | Ketepatan perencanaan
terhadap waktu proses | 20 725 103,57% .
pelaksanaan dan pelaporan
pengawasan

B.1.4 N|Ia_| rata-rata  keberhasilan % > 84 94,82 112.89%6 ‘
kegiatan Inspektorat Daerah

Nilai Sasaran Strategis 98,61%

Penjelasan capaian masingnasing indikator kinerja sasaran strategisebagai berikut:

B.1.1. Tingkat kapabilitas APIP Kota Bonta  ng

Sesuai Surat Deputi Bidang Pengawasan
Indikator kinerja ini untuk ~ Penyekenggaraan Keuangan Daerah
mengukur kinerja internal BPKP Nomor: LAR205/D3.01/2017

Inspektorat Daerah dalam rangka tanggal 22 Desember 2017 tentang

meningkatkan mutu penerapan Laporan Reviu atas Hasil Penjaminan
tata kelola pengawasan intern  Kualitas Penilaian Mandiri Kapabilitas
yang efekif dan efesien APIP Level 3 pada Inspektorat Kota

Bontang, bahwa kapabilitas Inspektorat

Kota Bontang belum sepenuhnya

mencapai Level 3.

Hasil reviu 5 elemen kapabilitas APIP Kota Bontang menunjukkan hahal
sebagai berikut:

ElemenPeran dan Layananmasih di level 2.

ElemenManajemen Sumber Daya Manug masih di level 2.
ElemenPraktik Profesionalmasih di level 2.

ElemenAkuntabilitas dan Manajemen Kinerjatelah mencapai level 3.
ElemenBudaya dan Hubungan Organisastelah mencapai level 3.
ElemenStruktur Tata Kelolamasih di level 2.

onkwppE
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Tabel 3.42
Kenaikan/Penurunan Realisasi biikator Kinerja B.1.1 Tahun 20172018

REALISASI KENAIKAN/
m INDIKATOR KINERJA 2017 2018 PENURUNAN
2 3 | 4 | 5=(4-34

4 5=(4 -3/4

1. |Tingkat kapabilitas APIP 2 2 -
Kota Bontang

Tabel 3.43
Capaian Indikator Kinerja B.1.1 Tahun 2018 Terhadap Target Tahun Terakhir
Renstra Tahun 20162021

REALISAS| | TARGET AKHIR
m INDIKATOR KINERJA D RENSTRA | CAPAIAN
1 2 3 4 5=(3/4)

1. Tingkat kapabilitas APIP Kota 2 3 67%
Bontang

Tabel 3.44
Perbandingan Realisasi dikator Kinerja B.1.1 Tahun 2018rerhadap Target
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur danNasional

REALISASI TARGET TARGET
INDIKATOR KINERJA KOTA PEMERINTAH NASIONAL
BONTANG PROVINSI KALTIM
1 2 3 4
1. Tingkat kapabilitas APIP 2 - 3

Kota Bontang

Bebempa permasalahan yang mempengaruhi penilaian antara lain sebagai

berikut:

1. Pengawasan Inspektorat belum memberikan nilai tambah dalam
aspekkehematan, efektivitas, dan efisiensi Pemerintah Kota Bontang

2. Pelayanan jasa konsultansi yang diberikan ole Inspektorat Kota Bontang

belum memberikan nilai tambah terhadap peningkatan kualitas tata keloh

manajemen risiko dan pengendalian intern

Inspektorat belum merencanakan program perolehan sertifikasi profesi

Proses pengusulan anggaran APIP belum menjamitersedianya alokasi

sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugas dan kewajibarya.

hw

Upaya pemecahan masalahadalah menindaklanjuti rekomendasi akselerasi

peningkatan kapabilitas APIP tersebut antara lain

1. Menguatkan dukungan dalam pemberdayaan APIP melalui pemberian
akses informasi dalam pengawasan intern, pemenuhan kebutuhan SDM
penyediaan anggaran yang memadai untuk peningkatan kompetensi SDM
penyediaan sarana dan prasarana berbasiteknologi informasi, serta
pembiayaan operasional pengawaan intern.

2. Meningkatkan peran dalam mendorong kehematan, efektivitas, dan
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efisiensi Pemerintah Kota Bontang
3. Menyelenggarakan perencanaan pengawasan berbasis risiklan m enjaga
kualitas hasil pengawasannya secara berkelanjutan

B.1. 2. Indeks kepuasan a uditi atas kinerja pengawasan Inspektorat
Daerah

Indikator kinerja ini untuk m engukur kinerja internal Inspektorat Daerah atas
pelaksanaan sistem pengawasan intern yang memenuhi harapan dan
kebutuhan Walikota Bontang dan Perangkat Daerah

Hasil survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kota Bontang menunjukkan indeks kepuasan masyrakat atas
kinerja Inspektorat Daerah mencapai nilai83,33% atau 3,33

Tabel 3.45
Kenaikan/Penurunan Realisasi Indikator Kinerja B.2 Tahun 20172018

KENAIKAN/
RIKINERSA PENURUNAN
1 2 3 4 5=(4 -3)/4
1. |Indeks kepuasan auditi 3,33 3,33 -
atas kinerja
pengawasan
Inspektorat Daerah
Tabel 3.46

Capaian Indikator Kinerja B.1.2 Tahun 20B Terhadap Target Tahun Terakhir
Renstra Tahun 20162021

REALISASI | TARGET AKHIR
m INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 RENSTRA CAPAIAN
1 2 3 4 5=(34)
1. Indeks kepuasan auditi atas 3,33 3 11%

kinerja pengawasan
Inspektorat Daerah

Walaupun capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Auditi atas Kinerja

Pengawasan Inspektorat Daerattelah melebihi target, namun masih terdapat

permasalahanyakni:

1. Prosedur pelayanan belum seluruhnya dipublikasikan yang memuat
persyaratan pelayanan dan waktu penyelesaian pelayanan

2. Jumlah responden yang dinilai belum mewakili jumlah Perangkat Daerah
yang ditetapkan menjadi auditi atau obyek pengawasan Inspektorat
Daerah.

Upaya pemecahan masalahadalah menindaklanjuti kedua hasil penilaian
tersebut, diantaranya adalah:
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B.1.3.

1. Melakukan publikasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah
kepada masyarakat antara lain melalui keikutsertaan pemeran
pembangunan daerah Kota Bontang dan penyajian informasi kegiatan
Inspektorat Daerah pada websiteresmi pemerintah Kota Bontang.

2. Meningkatkan kendali mutu dan penjaminan mutu (guality control and
quality assurancgatas pelaksanaan kegiatan engawasan intern

Ketepatan perencanaan terhadap waktu proses pelaksanaan dan
pelaporan pengawasan

Indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengukur kinerja internal
Inspektorat Daerah atas akurasimplementasi sistem tata kelola pengawasan
intern. Formula perhitungan realisasi indikator kinerja adalah nilai rata-rata
hasil telahaan sejawat (peer review) yang dilakukan oleh APIP kab/kota
lainnya terhadap APIP Kota Bontarg atau peer review internal antar Inspektur
Pembantu Wilayah.

Sesuai Berita Acara Telahaan Sejawaintara Inspektorat Kabupaten Kutai
Kartanegara dan Inspektorat Daerah Kota Bontang tanggal 28 September 2018
atas penelahaan kembha laporan hasil telaahan sejawat Inspektorat
Kabupaten/Kota atas dokumen audit internal Inspektorat Kota Bontang
Nomor Itkab.700/1116/IX/2018 tanggal 26 September 2018, bahwa nilai
telaaahn sejawat Inspektorat Kota Bontang sebesar 72,5 % berkategori Baik

Tabel 347

Rekapitulasi Skala Kesesuaiamktivitas APIP Kota Bontang denganSandar Audit

Hasil Peer Revieminspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara

m KELOMPOK STANDAR NILAI RATA-RATA

1 Prinsip-prinsip standar 90,00
2 Standar Umum 76,30
3 StandarPelaksanaan Audit Intern 63,80
4 Standar komunikasi Audit Intern 60,00
NILAI RATA-RATA GABUNGAN 72,50
KATEGORI BAIK

Tabel 3.48

Kenaikan/Penurunan Realisasi Indikar Kinerja B.1.3 Tahun 2017-2018

REALISASI KENAIKAN/
NO. INDIKATOR KINERJA 2017 2018 PENURUNAN

1 2 3 4 5=(4 -3/

1. |Ketepatan perencanaan terhadap/ 70,79% 72,50% 2,41%
waktu proses pelaksanaan dan
pelaporan pengawasan
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Tabel 3.49
Capaian Indikator Kinerja B.1.3 Tahun 2018 Terhadap Target Tahun Terakhir
Renstra Tahun 20162021

REALISASI | TARGET AKHIR
u INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 RENSTRA CAPAIAN
1 2 3 4 5=(34)
1. Ketepatan perencanaan 72,50% 90 80,56%
terhadap waktu proses

pelaksanaan dan pelaporan
pengawasan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah
pemantauan dan evaluasi glaksanaan PKPTKota Bontang berjalan cukup
efektif.

Walaupun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang

mempengaruhi pencapaian sasararsebagai berikut:

1. Kendali mutu dan penjaminan mutu (quality control and quality assurance
atas pelaksanaan kegiatan pengawasan intern belum berjalan secara efektif

2. Kegiatan audit/pemeriksaan berkala yang dilaksanakan belum sepenuhnya
menilai efektivitas, efesiensi dan ekonomis atas pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Perangkat Daerah(performance audi).

3. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) Program Kerja
Pengawasan (PKPT) oleh Perangkat Daerah terkait masih rendah.

Upaya pemecahan masalahadalah antara lain meningkatkan kendali mutu dan
penjaminan mutu (quality control and quality assurancy atas kegiatan
pengawasan internmulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, paporan dan
pertanggungjawaban serta pemanfaatan melalui penyelesaian tindak lanjut hasil
pengawasan oleh Perangkat Daerah terkait.

B.1.4 . Nilairata - rata keberhasilan kegiatan Inspektorat Daerah

Indikator kinerja ini dipergunakan untuk mengukur kinerja internal Inspektorat
Daerah atas pelaksanaan rencanaekja (Renja) yang memenuhi prinsip efektif,
efesien dan ekonomis Formula perhitungan indikator kinerja adalah nilai
rerata tertimbang kinerja masukan (npuf), keluaran (output) dan hasil
(outcome) dari seluruh kegiatan

Hasil evaluasi menunjukkan realisasi nilai rerata keberhasilan kegiatan
Inspektorat Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut:
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Tabel 3.50
RealisasNilai Rerata Kinerja Pelaksanaan Renja Perubahahahun 2018

JUMLAH NILAI
m FROGRAM | KEGIATAN | RERATA |

Program Administrasi Umum Pemerintahan
A.1l. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7 98,60
A.2. | Program Peningkatan Saana dan Prasarana Aparatur 2 99,36
A.3. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 100
A.4 | Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan 1 99,05
A5 | Program Peningkatan Profesionalisme Tenag: 1 88,81
Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
A.6. | Program Pembinaandan Pengembangan Aoaratur 1 93,46
A.b Nilai total rerata kinerja (A.1 + A.2 + A.3 + A.4)/4 x koef. 0,3 28,96
B. Program Urusan Wajib Prioritas Pembangunan Daerah
B.1. | Program Peningkatan Sistem Pengendalian Interna 2 99,38
dan Pengendalian Pelaksanaan KebijakeKDH
B.2. | Program Pengintensifikasian Penanganan Pengadue 1 99,37
Masyarakat
B.4 Nilai total rerata kinerja (B.1 + B.2 + B.3)/3 x koef. 0,7 65,86
Nilai Rerata Keberhasilan Kegiatan 94,82

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai ratarata keberhasilan kegiata
Inspektorat Daerah tahun 2018adalah sebesa®4,82% atau mencapaill2,88%
daritarget> 84 % dengan Bleathagodido 0

Tabel 351
Kenaikan/Penurunan Realisasi Indikator Kinerja B.4.Tahun 2017-2018

REALISASI KENAIKAN/
m INDIKATOR KINERJA 2017 2018 PENURUNAN

3 4 5= -3)/4
1. |Nilai rata-rata keberhasilan kegiatan, 91,94% 94,82% 28,97%
Inspektorat
Tabel 3.52

Capaian Indikator Kinerja B.1.4 Tahun 2018 Terhadap Target Tahun Terakhir
Renstra Tahun 20162021

REALISAS| | TARGET AKHIR
u INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 RENSTRA | CAPAIAN
5=(3/4)

1. |Nilai rata-rata keberhasilan 94,82% % > 84% 112,88
kegiatan Inspektorat
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Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran adalah adanya
penambahan kegiatanselan PKPT

Upaya pemecahan masalah adalah penerapan manajemen risiko melalui
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan renja secara berkala danerevisi rencana
tindak pengendalian (RTP) kegiatan wajib pengawasan intern.

3.4.3. SASARAN STRATEGIS PERSPEKTIF LEARNING AND

GROWTH
Tabel 3.53
Capaian Akuntabilitas Kinerja MasingMasing Sasaran Strategis Perspektiearning and
Growth
T )
C.1. | Meningkatnya kapasitas SDM yang profesional 100%

C.2. | Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksamaan -

C.3. | Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sarana prasarane 100%
dalam tata kelola organisasi

Nilai Perspektif Learning and Growth 100%

SASARAN STRATEGIS C.1

Meningkatnya kapasitas SDM yang profesional

Target indikator kinerja sasarantersebutdicapai melalui:

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengawas yang operasionalisasinya
didukung kegiatan Peningkatan Kinerja Aparatuc

2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
yang operasionalisasinya didukung kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga
Pemeriksa danAparatur Pengawasan

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoranyang operasionalisasinya didukung
kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Tabel 3.54
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis C.1

TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA .

TARGET| REALISASI| CAPAIAN

c.1.1 | Tingkat efektifitas penerapan| Skor Baik Baik 100%
manajemen SDM Inspektorat
Daerah
Nilai Sasaran Strategis 100%
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Indikator kinerja ini untuk m engukur kinerja internal Inspektorat Daerah atas
penerapan manajemen SDM Inspektorat Daerah yang efektif Formula perhitungan
menggunakan indeks profesionalitas ASNyang dikembangkan Badan Kepegawaian
Negara (BKN). Indikator kinerja tersebut merupakan salah satu kategori indikator
kinerja baru yang digunakan dalam Renstra Ispektorat Daerah tahun 20162021.

Perhitungan indeks profesionalias ASN Inspektorat Daerah dilakukan terhadap (tujuh)
jabatan struktural menggunakan nilai rerata 4 (empat) kriteria penilaian yang meliputi
kompetensi, kompensasi, kinerja dan disiplin.

Hasil perhitungan a indeks profesionalitas ASN Inspektorat Daerah mendapatkan skor
77,19 dengan predikat Baik atau mencapai 100% dari target sebagai berikut:

Tabel 3.55
Hasil Perhitungan Indeks Profesionalitas 8N Inspektorat Daerah

m UNSUR PENILAIAN NILAI

1 | Gap Kompetensi 0,50
2 Gap Kompensasi 0,16
3 Kinerja 75,03
4 Indisipliner 0,00
Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Daerah 77,19
Predikat Baik

Tabel 3.56

Capaian Indikator Kinerja C.1.1 Tahun D18 Terhadap Target Tahun Terakhir Renstra
Tahun 20162021

REALISAS| | TARGET AKHIR
m INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 RENSTRA | CAPAIAN
1 2 3 4 5=(3/4)

1. Tingkat efektifitas penerapan Baik Baik 100%
manajemen SDM Inspektorat Daerah

(Indeks Profesionalitas ASN Inspektaat

Daerah)
Tabel 3.57
Kenaikan/Penurunan Realisasi Indikator Kinerja C.1.1 Tahun 2022018
REALISASI KENAIKAN/
m INDIKATOR KINERJA 2017 | 2018 PENURUNAN
1 2 3 4 5=(4 -3)/4
1. Tingkat efektifitas penerapan manajemen Baik Baik 22,78%

SDM Inspektorat Daerah

(Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat
Daerah)
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Tabel 3.58
Perbandingan Realisadndikator Kinerja C.1 Tahun 2018Terhadap Target Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

REALISASI TARGET TARGET
INDIKATOR KINERJA KOTA PEMERINTAH NASIONAL
BONTANG PROVINSI KALTIM
1 2 3 4 5
1. Tingkat efektifitas penerapan 77,19 - 86
manajemen SDM Inspektorat
Daerah

Faktor yang mempengaruhi hasil perhitunganadalah adanya 1 (satu) jabatan esselon I
yakni Inspektur yang masih bwong.

Faktor mempengaruhi keberhasilan adalah penerapankebijakan disiplin pegawai baik.

Walaupun telah mencapai target, namun masih terdapat permasalahan yang

mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain adalah

1. Indeks profesionalitas ASN hanya mailai pejabat struktural saja sebanyak 6 (enam)
pegawai tidak mencakup seluruh pegawai.

2. Manajemen SDM Inspektorat Daerah juga seharusnya menilai pengelolaateamate
aktifitas pengawasan intern. Namun demikian, formula perhitungan dimaksud
belum memiliki panduan yang formal.

Upaya pemecahan masalatantara lain adalah:

1. Mengusulkan pengisian jabatan esselon Ill yang kosong kepada Walikota Bontang.

2. Melengkapi formula penilaian indeks profesionalitas ASN dimaksud dengan
menambahkan unsur penilaian seluruh pegaai dan pengelolaan teammate
aktifitas pengawasan intern.

SASARAN STRATEGIS C.2

Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan

Target indikator kinerja sasarantersebut merupakan kegiatan Non Budgeting, yang
diukur dari 1 (satu) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.59
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis C.2

INDIKATOR KINERJA TAHUN ose STATUS
TARGET REALISASI CAPAIAN

Tlngkat kematangan Level Belum
manajemen risiko Inspektorat dapat
Daerah diukur

Nilai Sasaran Strategis -
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Indikator kinerja tersebut untuk mengukur kinerja internal Inspektorat Daerah atas
penerapan manajemen risiko pada Inspektorat Daerah Sampai dengan akhir tahun
2017, pemerintah Kota Bontang belum menetapkan kebijakan daerah terkait
penerapan manajemen risiko sehingga Inspekt@t Daerah belum dapat melakukan
pengukuran capaian tingkat kematangan manajemen risiko. Walaupun demikian,
Inspektorat Daerah telah menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) kegiatan
pengawasan intern penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Upaya pemechan masalahantara lain adalah berkoordinasi dengan Bagian Hukum
dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah untuk mendorong penetapan kebijakan
daerah terkait penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

SASARAN STRATEGIS C.3

Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sarana prasarana
dalam tata kelola organisasi

Target indikator kinerja sasarantersebutdicapai melalui:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoranyang operasionalisasinya didukung
kegiatan:
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraanrnas/Operasional
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
RapatRapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur yang operasionalisasinya
didukung kegiatan:
a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

@=ooo

Pencapaian sasaran strategis Cdukur dari 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.60
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis €.

INDIKATOR KINERJA TAHUN = STATUS
TARGET| REALISASI| CAPAIAN

Jumlah proses bisnis yang telar 0 ‘
berbasis TIK 100%

C.3.2 | Jumlah utilitas aset kondisi baik | % 100 100 100% ‘
Nilai Sasaran Strategis 100%

Penjelasan capaian masg-masing indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
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C.3.1. Jumlah proses bisnis yang telah berbasis TIK

Indikator kinerja Ojumlah proses bisnis yang telah berbasis TtKdigunakan
untuk mengukur kinerja internal Inspektorat Daerah atas penerapa tata
laksana berbasis aplikasi

Pemerintah Kota Bontang menetapkan Peraturan Walikota Bontang Nomor
16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraane-Government dan Masterplan
(Roadmap) penyelenggaraan e-Government. Menindaklanjuti hal tersebut,
Inspektorat Daerah telah merencanakan pengembangan audit terbantukan
komputer (ATB) secara bertahap. Target aplikasi yang dikembangkan sampai
dengan akhir periode Renstra tahun 2021 adalah 10(sepuluh) aplikasi.

Sampai dengan akhir tahun 2018, Inspektorat Daerah telah megembangkan
aplikasi untuk menunjang penugasan audit intern secara mandiri sebanyak 4
(empat) aplikasi berbasisweb yang masih dioperasikan secaraffline atau luar
jaringan (luring). Hal ini menunujukkan realisasi sebesar 40% atau tercapai
100%.

Keempat aplikasi dimaksud sebagai berikut

1. Sistem Arsip Digital, untuk tata kelola arsip hasil audit intern secara digital

2. Sistem Manajemen Risiko, untuk pemetaan risiko yang akan digunakan
setelah kebijakan penerapan manajemen risiko Kota Bontang telah
disusun.

3. Sistem Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, untuk monitoring penyelesaian
TLHP reguler PKPT.

4. Sistem Kaabilitas APIP, untuk monitoring penerapan rencana aksi
(action plan) peningkatan kapabilitas APIP.

Tabel 3.61
Capaian Indikator Kinerja C.3.1 Tahun 2018 Terhadap Target Tahun
Terakhir Renstra Tahun 20162021

REALISASI | TARGET AKHIR
u INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 RENSTRA CAPAIAN

5=(3/4)

1. Jumlah proses bisinis yang 40% 40% 100%
telah berbasis TIK

Tabel 3.62
Kenaikan/Penurunan Realisasi Inélator Kinerja C.3.1 Tahun 20172018

| REALISASI | KENAIKAN/
m INDIKATOR KINERJA 2017 2018 PENURUNAN

4 | 5=(4 -3/

1. |Jumlah proses bisinis yang Tahap 100% -
telah berbasis TIK Perencanaan
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C3.2.

Tabel 3.63
Capaian Indikator Kinerja C.3.1 Tahun 218 Terhadap Target Tahun
Terakhir Renstra Tahun 20162021

REALISASI | TARGET AKHIR
u INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018 RENSTRA CAPAIAN

5= (3/4)

1. |Jumlah proses bisinis yang 40% 100% 40%
telah berbasis TIK

Walaupun telah mencapai target, namum terdapat Permasalahan yang
mempengaruhi pencapaian sasaran sama dengan tahun sebelumnya antara
lain sarana dan prasarana untuk mengoperasikan aplikasi tersebut belum
seluruhnya memenuhi standar yang memadai

Upaya pemecahan masalahadalah menambah sarama dan prasarana sesuai
standar teknologi informasi yang memadai

Jumlah utilitas aset kondisi baik

Indikator kinerja ini untuk mengukur kinerja internal Inspektorat Daerah dalam

rangka mempertahankan nilai manfaat aset terhadap penyelesaian PKPT
Formula perhitungan indikator kinerja adalah nilai aset kondisi baik yang

digunakan terhadap capaian keluaran puiput).

Jumlah aset Inspektorat Daerahkondisi baik per 31 Desember 2018 sebesar
Rp3.411.617.538,00 Hasil evaluasi menunjukkan eluruh asetdimaksud telah
digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan intern atau 100%.

Tabel 3.64
Kenaikan/Penurunan Realisasi Indikatr Kinerja C.3.2 Tahun 2017-2018

5=(4 -3)/4
1 Jumlah utilitas aset kondisi baik 99,56% 100% 0,5%

Tabel 3.65
Capaian Indikator Kinerja C.3.2 Tahun 2018 Terhadap Target Tahun
Terakhir Renstra Tahun 20162021

REALISASI | TARGET AKHIR
u INDIKATOR KINERJA TAHUN 2017 RENSTRA CAPAIAN

5=(3/4)

1. |Jumlah utilitas aset kondisi 100% 100% 100%
baik
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Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran sama dengan tahun
sebelumnya antara lain berkurangnya nilai manfaat aset walaupun kondisi
seluruh aset masih baik. Inspektorat Daerah belum dapat emnambah aset baru
dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran.

Upaya pemecahan masalahadalah mengoptimalkan kegiatan pemeliharan
rutin sarana dan prasarana aparatur.

3.4.4. SASARAN STRATEGIS PERSPEKTIF  FINANCIAL

Tabel 3.66
Capaian Akuwntabilitas Kinerja Sasaan Strategis PerspektiFinancial

NO. INDIKATOR KINERJA CAPAIAN

D.1 | Meningkatnya pengelolaan anggaran yang efekf

Nilai Perspektif Financial

SASARAN STRATEGIS D.1

Meningkatnya pengelolaan anggaran yang efekf

Pencapaian sasaran strategis Drderupakan kegiatan Non Budgeting, yang diukur dari
2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.67
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis D.1

TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA :

TARGET| REALISASI| CAPAIAN

D.1.1 | Jumlah kegiatan utama
pengawasan intern yang telah % 100 100 100%
menerapkan anggaran

responsif gender (ARG)

D.2.1 | Persentase kinerja pelaksanaal

0,
anggaran Inspektorat Daerah % 80 91,25 114,086

Nilai Sasaran Strategis 107,03

Penjelasan capaian masinghasing indikator kinerja sasaran strategisebayai berikut:
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D.1.1. Jumlah kegiatan utama pengawasan intern yang telah menerapkan

anggaran responsif gender (ARG)

Indikator kinerja ini dipergunakan untuk mengukur kinerja internal Inspektorat
Daerah dalam rangka penerapan pengarusutamaan gender dalarmperencanaan

dan penganggaran

Inspektorat Daerah melaksanakan kegiatan utama pengawasan intern atas
penyelenggaraan pemerintdhan daerah Kota Bontang TA. 2018 melalui

program Peningkatan Sistem Pengendalian

Internal

dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan RH yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yakni:
5. KegiatanPelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
6. Kegiatan Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan Pada Peraturan Perundang

Undangan.

Hasil
menggunakan perencanaan dan penganggaran

evaluas menunjukkann bahwa kedua kegiatan

tersebut telah
responsif gender (PPRG)

dengan disusunnya Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget

Statemen(GBS) Dengan demi ki an, r eJanmlah leegisgan i n d i

utama pengawasan intern yang telah menerapkan anggaramesponsif gender

(ARG telah teralisasi 100% sesuai target.
Tabel 3.68

Capaian Indikator Kinerja D.1.1 Tahun 2018 Terhadap Target Tahun Terakhir

Renstra Tahun 20162021

1 2 3 4 5=(3/4)
1. |Jumlah kegiatan utama 100% 100% 100%
pengawasan intern yang telah
menerapkan anggaran
responsif gender (ARG)
Tabel 3.69

Kenaikan/Penurunan Realisasi Indikator Kinerja D.1.1 Tahun 2012018

1 2 3
1. |[Jumlah kegiatan utama, 100%
pengawasan intern yang telah
menerapkan anggaran responsif
gender (ARG)

4 5=(4 -3/

100%
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D.1.2.

Tabel 3.70
Capaian Indikator Kinerja D.1.2 Tahun 2018 Terhadap Target Tahun
Terakhir Renstra Tahun 2016-2021

1 2 3 4 5=(34)
1. |Jumlah kegiatan utama 100% 100% 100%
pengawasan intern yang telah
menerapkan anggaran
responsif gender (ARG)

Faktor yang mempengaruhi keberhasila pencapaian sasaran antara lain
Perencanaan dan penganggaran Inspektorat Daerah berjalan efektif.

Pamasalahan yang mempengaruhipencapaian sasaran antara lain adalah

1. Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) hanya dilakukan
pada kegiatan urusan wajib yang memiliki pagu anggaran saja, tidak
termasuk kegiatan urusan wajib non budgeting sasaran strategis
Stakeholderslainnya.

2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran
responsif gender (PPRG) belum dilakukan.

Upaya pemecahan masalahadalah Inspektorat Daerah melakukan montoring
dan evaluasi pelaksanaarPPRG.

Persentase kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat Daerah

Indikator kinerja ini dipergunakan mengukur kinerja internal Inspektorat
Daerah atas kualitas kierja anggaran secara kuantitatif.Formula perhitungan
indikator kinerja diperoleh dari realisasi anggaran, kesesuaian perencanaan
anggaran dancapaian output belanja.

Anggaran Belanja Langsungnspektorat Daerah setelah perubahan talun 2018
sebesar RR.883.798.650,00 terdiri dari 16 DPA. Realisasi anggaran Belga
Langsung per 31 Desember 2018ebesar RR.694.834.418,00 atau 93,45%.
Jumlah DPA yang direvisi sebanyakl4 DPA. Realiasi ratarata ouput belanja
sebesar 100%. Hasil perhitungan diperoleh realisasi persentase kinerja
pelakanaan anggaran Inspektorat sebes&1,25% tercapai 114,08%.

Tabel 3.71
Kenaikan/Penurunan Realisasi blikator Kinerja D.1.2 Tahun 2017-2018

1 2 3 4 5=(4 -3)/4

1. |Persentase kinerja pelaksanaal 85,69% 91,25 6,09%
anggaran Inspektorat Daerah
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Tabel 3.72
Capaian Indikator Kinerja D.1.2 Tahun 2017 Terhadap Target Tahun
Terakhir Renstra Tahun 20162021

1 z 3 4 5= (3/4)

114,061

1. |Persentase kinerja pelaksanaal 80%

anggaran Inspektorat Daerah

91,25%%

Faktor = yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencananggaran Inspektorat Daerah
berjalan efektif.

Peamasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain adalah
pengukuran capaian indikator kinerja tersebut hanya dilakukan pada akhir

tahun

menggambarkan kondisi riil

pengambilan kebijakan manajemen pengawasan intern.

belum dilakukan setiap triwulan secara periodik sehingga belum
kinerja keuangan yang menjadi

bahan

Upaya pemecahan masalaladalah Inspektorat Daerah melakukan pemantauan
capaian kinerjapelaksanaan anggaran setiap triwulan.

3.5. EVALUASI CAPAIAN

SASARAN STRATEGIS

AKUNTABILIT AS KEUANGAN

Indikator kinerja fiskal perubahan yang ditetapkan pada DPPA Inspektorat Daerah
tahun 2018 sebesar Rp8.285.279.714,00 direalisasikan sebesaRp7.497.523.896,00
atau 90,49% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.73
Laporan Realisasi Anggran Inspektorat Daerah TA. 2018

NO. KELOMPOK BELANJA TARGET (Rp) REALISASI (Rp) )
1. | Belanja Tidak Langsung 5.401.481.064,00 | 4.802.689.478,00 88,91
a. Belanja Pegawai (Gaji PNS dan 5.401.481.064,00 | 4.802.689.478,00 88,91
Tunjangan)

2. Bdanja Langsung 2.883.798.650,00 2.694.834.418,00 93,45
a. Belanja Pegawai 341.818.250,00 336.618.250,00 | 98,48

b. Belanja Barang dan Jasa 2.513.470.400,00 2.329.744.318,00 & 92,69

C. Belanja Modal 28.510.000,00 28.471.850,00 | 99,87
TOTAL 8.285.279.714,00  7.497.523.896,00 @ 90,49
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Alokasi belanja Inspektorat Daerah untuk pelaksanaan SAKIP(Performance Agreement
Expenditurg adalah Belanja Langsung yang operasionalisasinya terdiri daB (delapan)
program dan 16 (emapt belas) kegiatan.

Rincian alokasi anggaan dan belanja berdasarkan program dan kegatan Inspektorat
Daerah TA. 2018adalah sebagai berikut:

Tabel 3.74
Anggaran dan RealisasiBelanja Langsunginspektorat Daerah TA. 2018

m PROGRAM/KEGIATAN TARGET (Rp) REALISASIRD)

Program Adminsitrasi

Perkantoran

Pelayaran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbe
Daya Air dan Listrik

Pemeliharaai
Kendaraan

Penyediaan Jasa
Perizinan

Dinas/Operasional
Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan
Penggandaan

Barang Cetakan dan

Penyediaan Makanan dan Minuman

RapatRapat Koordinasi dan
Konsultas Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenag:

Administrasi/Teknis Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dar
Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaran
Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional

Program Peningkatan Kinerja
Aparatur

Peningkatan Kinerja Apaatur

Program Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Pameran Pembangunan

Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelasksanaan Kebijaka
KDH

Pelaksanaan Interne

Secara Berkala

Pengawasan

Optimalisasi Peningkatan Kepatuhan

Pada Peraturan PerundangJndangan

606.375.400,00

14.750.000,00

61.659.500,00

25.870.000,00

29.230.000,00

87.985.000,00
329.030.900,00

57.850.000,00

286.150.000,00

270.150.000,00

16.000.000,00

201.878.250,00

201.878.250,00
25.000.000,00

25.000.000,00
1.033.195.000,00

814.000.000,00

219.195.000,00

589.415.068,00

9.769.900,00

58.393.700,00

23.531.000,00

29.191.850,00

87.112.500,00
328.428.118,00

52.988.000,00

282.470.790,00

269.754.700,00

12.716.090,00

201.878.250,00

201.878.250,00
24.523.400,00

24.523.400,00
1.020.337.666,00

807.859.666,00

212.478.000,00

97,20

66,24

94,70

90,96

99,87

99,01
99,82

91,60

98,71

99,85

79,48

100,00

100,00
98,09

98,09
98,76

99,25

96,94
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m PROGRAM/KEGIATAN TARGET (Rp) REALISASIRp)

Program Peningkatan Profesionalisme 680 200.000,00 527 923.744,00 | 77, 61
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan
1 Pelatihan pengembangan tenaga 680.200.000,00 527.923.744,00 | 77,61
pemeriksa dan aparatur pengawasea
VIl. | Program Pengintensifikasian 30.400.000,00 30.380.000,00 | 99,93
Penanganan Pengaduan Masyarakat
1 Penanganan Kasus Pengaduan 30.400.000,00 30.380.000,00 | 99,93
Masyarakat Kota Bontang
VIl | Program Pembinaan dan 20.600.000,00 17.905.500,00 | 86,92
Pengembangan Aparatur
1 Penilaian Angka Kredit Jabatan 20.600.000,00 17.905.500,00 | 86,92
Fungsional

2.883.798.650,00 | 2.694.834.418,00 @ 93,45

70



A2

A3

URAIAN SASARAN

Perspektif Stakeholders
SS.01.01

Meningkatnya mutu
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah

S$S.01.02

Meningkatnya mutu
akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah kota Bontang

§S.02.01

Meningkatnya efektivitas
pelaksanaan reformasi birokrasi
di lingkungan pemerintah Kota
Bontang

INDIKATOR TARGET REALISASI| CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN

IKU.01.01.01

Indeks ratarata akuntabilitas
penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah

IKU.01.01.02

Indeks ratarata akuntabilitas
kinerja Perangkat Daerah

IKU.01.01.03

Rasio temuan BPK yang telah
selesai ditindaklanjuti

IKU.01.01.04

Rasio temuan APIP yang telah
selesai ditindaklanjuti

IKU.01.02.01
Indeks opini BPK atas LKPD

1IKU.02.01.01
Indeks RB Kota Bontang

Tabel 3.75
Target dan RealisasBelanjaPerjanjian Kinerja (Performance AgreementBudgeting Tahun 2018

KINERA

82,5

75

86,9

40,13

100%

100%

105%

53%

100%

100%

803.642.620,00

211.952.380,00

17.600.000,00

ANGGARAN

790.785.286,00

211.952.380,00

17.600.000,00

98,40%

100%

100%
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URAIAN SASARAN

KINERA

ANGGARAN

INDIKATOR TARGET REALISASI| CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN

IKU.02.01.02
Jumlah  Perangkat Daerh 2 OPD 0 0%
pelayanan publik yang telah
berpredikat VAl menuju
WBK/WBBM
A4 SS.02.02 IK.02.02.01
Meningkatnya efektivitas Rasio capaian AD PPK Kota 100% 55,38% 55,38% 0,00 0,00 0,00%
pelaksanaan pencegahan dan Bontang dengan  kategori
pemberantasan korupsi Kota 06 Memuaskano
Bontang
A5 | SS.02.03 IKU.02.03.01
Meningkatnya efektivitas Persentase kasus pengadua 100% 100% 100% 30.400.000,00 30.380.000,00 99,93%
penanganan kasus pengaduar masyarakat dan aparatur yang
masyarakat dan aparatur yang telah selesai ditindaklanjuti
terbuka dan responsif
A6 | SS.02.04 IKU.02.04.01
Meningkatnya kualitas = Tingkat maturitas SPIP Kota 3 3 100% 0,00 0,00 0,00%
penerapan SPIP Kota Bontang = Bontang
Perspektif /nternal Business Process
B.1  SS.03.a IK.03.01.01
Meningkatnya mutu kapabilitas = Tingkat kapabilitas APIP Kota 3 2 67% 25.000.000,00 24.523.400,00 98,09%
APIP Kota Bontang Bontang
IK.03.01.02
Indeks kepuasan auditi atas 3 3,33 111%
kinerja pengawasan
Inspektorat Daerah
IK.03.01.03
Ketepatan perencanaan 70% 72,5% 103,57%
terhadap waktu proses

pelaksanaan dan pelaporan
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URAIAN SASARAN

KINERA

ANGGARAN

INDIKATOR TARGET REALISASI| CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN

IK.03.01.04
Nilai rata-rata keberhasilan > 84% 94,83% 112,88%
kegiatan Inspektorat Daerah
C. Perspektif Learning and Growth
C.1 | SS.03.02 IK.03.02.01
Meningkatnya kapasitas SDM Tingkat efektifitas penerapan B B 100% 902.678.250,00 797.922.464,00 88,39%
yang profesional manajemen SDM Inspektorat
Daerah
C.2 | SS.03.03 IK.03.03.01
Meningkatnya mutu | Tingkat kematangan 3 - - 0,00 0,00 0,00%
kelembagaan dan manajemen risiko Inspektorat
ketatalaksanaan Daerah
C.3 | SS.03.04 IK.03.04.01
Meningkatnya ~ pemanfaatan Jumlah proses bisnis yang telah 40% 40% 100% 606.375.400,00 589.415.068,00 97,20%
teknologi informasi dan  berbasis TIK
kualitas sarana prasarana dalam
tata kelola organisasi
IK.03.04.02
Jumlah utilitas aset kondisi baik 100% 100% 100% 286.150.000,00 282.470.790,00 98,71%
Perspektif Financial
D.1  SS.03.05 IK.03.05.01
Meningkatnya pengelolaan  Jumlah kegiatan utama 100% 100% 100% 0,00 0,00 0,00%
anggaran yang efektf pengawasan intern yang telah
menerapkan anggaran
responsif gender (ARG)
IK.03.05.02
Persentase kinerja pelaksanaar 80% 91,25% 14,06% 0,00 0,00 0,00%

anggaran Inspektorat Daerah
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Diagram 3.1
Realisasi Belanja Perjanjian Kinerjg Performance AgreementExpenditured Tahun 2018

Sasaran D.l_

Sasaran C.: .

Sasaran C.Z_
Sasaran C.]

Sasaran B. ]

E m Realisasi
Sasaran A.€

Sasaran A.E_ = Target

Sasaran A4
Sasaran A.Z
Sasaran A.Z

Sasaran A.1

0,00 500.0%%000,00 1.000.000.000,00

Dari diagram di atas, terlihat bahwa realisasi belanja sasaran strategis C.1
OM eningkatnya kapasitas SDM yang profesion& mendapatkan porsi tertinggi sebesar
56,20% dari total realisasi belanja Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Hal ini menunjukkan
komitmen Inspektorat Daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur
pengawas karena akan mempengaruhi mutu hasil pengawasan internBeberapa hal
yang menyebabkan besarnya porsi anggaran belanja sasaran staregis C.1 bila
dibandingkan dengan porsi anggaran belanja sasaran strategis lainnya antara lain:

1. Peningkatan kompetensi enrichmeni) pegawai Inspektorat Daerah dilakukan pada
lembaga pembina JF APIP dan berxmpeten yang berada di luar daerah Kota
Bontang sehingga menimbulkan biaya tingggi (igh cos}.

2. Penganggaran belanja tunjangan kinerja tidak tetap (TKTT) ASN Inspektorat
Daerah.

Tabel 3.76
Nilai Akuntabilitas KeuanganSasaran Strategis Inspektorat Daerafahun 2017-2018

KENAIKAN/
\[oX URAIAN 2017 2018 PENURUNAN
I T R R BRI T

2 3 4 5=(3-4/4%
1 Realisasi Belanja Perjanjian Kinerje 79,72% 93,45% 17,28%
(Performance Agreement Budgetiny Tinggi (sangat
tinggi)

Realiasai belaja perjanjian kinerja tahun 2018 mengabmi kenaikan sebesarl17,28%
apabila dibandingkan tahun 2017. Faktor yang mempengaruhi keberhasilanadalah
perencanaan anggaran kas optimal

74



3.6. EVALUASI EFESIENSI SUMBER DAYA

Evaluasi desiensi sumber dayamerupakan ukuran produktifitas pencapaian sasaran
strategis perjanjian kinerja berdasarkanp r i n gongy foblow s programs. Penilaian

efesiensi sumber daya adalah selisih antara nilai akuritditas kinerja dengan capaian

keuangan masingmasing sasaran strategisKriteria pengukuran efesiensi sumber daya
adalah sebagai berikut:

1. Sangat produktif : 101s.d. 120 (status biru)
2. Produktif . 0s.d.100 (status hijau)
3. Tidak produktif . kurang dariO  (status merah)

Rincian capaian efesiensi sumber daya masingasing sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.77
Efesiensi Smber Daya Pencapaian Sasaran Strategiahun 2018

S XISI.IA?RI AN CAPAAIN EFESIENSI
SASARAN STRATEGIS KEUANGAN | SUMBER | KRITERIA
%) (%) DAYA(%)
1 2 3 | 4 | 5=453
A. | Perspektif Stakeholders 85,81 66,39 19,42
A.1 | Meningkatnya mutu akuntabilitas 89,5 98,40 (8,9)

kinerja penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah

A.2 | Meningkatnya mutu akuntabilitas 100 100 0,00
pengelolaan keuangan daerah
kota Bontang

A.3 | Meningkatnya efektivitas 50 100 (50)
pelaksanaan reformasi birokrasi di
lingkungan  pemerintah  Kota
Bontang

A.4 | Meningkatnya efektivitas 55,38 0,00 55,38
pencegahan dan pemberantasan
korupsi Kota Bontang

A.5 | Meningkatnya efektivitas 100 99,93 0,07
penanganan kasus pengaduar
masyarakat dan aparatur yang
terbuka dan responsif

A.6 | Meningkatnya kualitas penerapan 120 0,00 120
SPIP Kota Bontang

B. | Perspektif Internal  Business 98,61 96,94 1,67
Process

B.1 | Meningkatnya mutu kapabilitas 98,61 96,94 1,67

APIP Kota Bontang
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NILAI

CAPAAIN EFESIENSI

SASARAN SS'I"OI;zS :_‘I_ng: KEUANGAN | SUMBER | KRITERIA
(1) 0
) (%) DAYA(%)
1 2 3 4 5=4 63 6
C. | Perspektif Learning and Growth 100 61,86 38,14
C.1 | Meningkatnya kapasitas SDM yang 100 88,39 11,61
profesional
C.2 | Meningkatnya mutu kelembagaan - 0,00 - -
dan ketatalaksanaan
C.3 | Meningkatnya pemanfaatan 100 97,2 2,8 ‘
teknologi informasi dan kualitas

sarana prasarana dalam tata kelola

organisasi
. | Perspektif Financial 107,03 0,00 107,03
D.1 | Meningkatnya pengelolaan | 107,03 0,00 107,03 ‘

anggaran yang efektf

Total (04A +0,3B +0,2C + 0,1D) 94,61 68,01 26,6

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai ratarata efesiens sumber daya sasaran
strategis adalah sebesar26,60% masih dalam kategori produktif. Hasil evaluasi
menunjukan sasaran strategis yang berpredikat sangat efesieempggunaan sumber daya
sebanyak? (dua) sasaran, efesien sebanyak 6 (enam) sasaran dan tidafesien sebanyak

2 (dua) sasaran serta 1 (satu) sasaran startegis belum bisa dilakukan pengukuran tingkat
efesiensi.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK?) Inspetorat Daerah Tahun 2018 merupakan
perwujudan transparans dan akuntabilitas Inspektorat Daerahmelaksanakan tugas dan
fungsi serta penggunaamnggaran. Laporan kinerja ini juga merupakanwujud kinerja
dalam pencapaianvisi dan misi, sebagaimana yangdijabarkan dalam tujuan/sasaran

strategis yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Bontang Tahun 20162021 serta Rencana Kerja Pemerintah Daeha
(RKPD) Kota Bontang Tahun 208.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruhatget kinerja yang ditetapkan dalam
Perjanjan Kinerja Perubahan Tahun 208 diperoleh nilai kinerja organisasi (NKO)
sebesar 4,61% dengan Kkategor. 0Sangat Tinggi 6.
belanja sebesar RP.883.798.650,00 direalisasikan R2.694.834.418,00 atau 93,45%
dengan kategorioSangat Ti nggi 0.

Dari 11(sebela} sasaran strategis da0 (dua puluh) indikator kinerja diketahui capaian
5 (lima) indikator kinerja telah melebihi ekspetasi (statusiru), 10 (sepuluh) indikator
kinerja telah memenuhi ekspektasi (statushijau) dan 4 (empat) indikator kinerja tidak
memenuhi ekspetasi (status merahyerta 1 (satu) indikator kinerja belum dapat diukur
capaiannya Indikator kinerja yang belum dapat diukur capaiannya karena faktor
penetapan kebijakandaerah terkait pelaksanaan kinerja sasaran strategis tersebut.

Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan Insepktorat Daerah untuk meningkatkan
capaian target yang telahditetapkan antara lain:

1.

2.

a

o

10.

Memanfaatkan hasil evaluasi kierja tahun sebelumnya untuk perbaikan
pengelolaan kinerja.

Meningkatkan kegiatan pemantauan dan evaluasiterhadap pelaksanaan rencana
aks daerah pencegahan dan pemberantasan korups (ADPPK) program terintegras
secara berkala

Meningkatkan kegiatan pemantauan dan evaluasiterhadap pelaksanaan rencana
kerja pembangunan 4 menuju WBK/WBBM oleh Perangkat Daerah terkait secara
berkala.

Mendorong penerapan reformasi birokrasi Kota Bontang yang efektif.

Mendorong implementasi SAKIP Kota Bontang yang efektif.

Menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis risiko(risk-based perfamance
management system

Menguatkan sistem tata kelola pengawasan intern berbasis risiko (risk-based
internal audit management systeny.

Mengoptimalkan peran Unit Pengelolaan Pengaduan dan Layanan Konsultasi
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ((ZRKPUPD)Kota Bontang.
Meningkatkan kendali mutu dan penjaminan mutu (quality control and quality
assuranceatas pelaksanaan kegiatan engawasan internsecara efektif

Proses bisnis Inspektorat Daerah berbasis teknologi informasi komunikasi yang
modern (business process based on modern information communication
technology).
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11. Melakukan publikasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah kepada
masyarakat.

12. Mengusulkan pengisian jabatan struktural yang masih lowong.

13. Perbaikan formula perhitungan indikator kinerja yang cukup.

Selain itu, untuk mendorong tercapainya target dalam Renstra 20162021,

Inspektorat Daerah memberikan perhatian yang lebih terhadap inisiatif strategis yang
signifikan dengan mendorong pencapaian target kinerja dan sasararstrategis yang
masih signifikan dalam mencapai tujuartujuan strategis.

LKIP Inspektorat Daerah tahun 20B diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja
secara memadai kepada publik dan para pemangku kepentingarbaik dalam aspek
format penyajian maupun maupun aspek akuntabiltasnya.

Inspektorat Daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggingginya

atas bantuan dan kerja sama semuapihak yang terlibat dan turut membantu
mewujudkan capaian Sasaran Strategtahun 2018.
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